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Abstract
Diterima: Juli 2019 This study aims to examine the influence of perception of seriousness and financial incentives on public
Direvisi: Desember 2019 officers’ decisions to conduct whistleblowing to external parties. Two independent variables in this study,
Disetujui: Desember 2019 perception of seriousness and financial incentives, are based on extrinsic-intrinsic motivation theory.
This research used the experimental between-subject method so there were two types of questionnaire

Koresponding: distributed to public officers in three different public institutions, selected by using the convenience
Andrey Hasiholan sampling method. The ancova test results show that public officers’ decisions to report violations is
Pulungan influenced by the seriousness of the violation. Meanwhile, the impact of financial incentives on
afrianiindri@gmail.com whistleblowing intentions is insignificant. The interaction between perceptions of seriousness and financial
incentives also indicates that regardless of the existence of monetary rewards, the more serious a violation
DOI: is, the greater the intention of public officers to report violations. This study contributes to academic
http://dx.doi.org/10.17977/  literature and policymakers. It extends fraud detection literature and provides evidence to policy makers
um004v7i12020p1 about the impact of perception of seriousness and financial incentives on public officers’ intention to
report fraud.

Keywords: whistleblowing; public officer; financial incentive; perceived seriousness

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh persepsi keseriusan dan insentif keuangan terhadap
keputusan aparatur sipil negara (ASN) melakukan whistleblowingkepada pihak eksternal. Kedua variabel
independent yang diuji di dalam penelitian ini, yaitu persepsi keseriusan dan insentif keuangan, didasarkan
pada teori motivasi ekstrinsik-intrinsik. Penelitian ini menggunakan metode experimental between-subject
sehingga ada dua jenis kuesioner disebarkan ke ASN di tiga institusi yang berbeda. Responden hanya
diperbolehkan mengisi salah satu kuesioner. Pemilihan responden dilakukan dengan menggunakan
metode convenience sampling. Hasil uji ancova memperlihatkan bahwa keputusan aparatur sipil
negara dalam melaporkan pelanggaran dipengaruhi oleh seberapa serius pelanggaran tersebut (persepsi
keseriusan). Dampak insentif keuangan terhadap intensi whistleblowing tidak signifikan. Interaksi antara
persepsi keseriuan dan insentif keuangan mengindikasikan bahwa terlepas dari keberadaan imbalan
moneter, semakin serius suatu pelanggaran, semakin besar pula intensi ASN melaporkan pelanggaran.
Studi ini berkontribusi pada literatur akademis dan pembuat kebijakan. Penelitian ini memperdalam
literatur mengenai pendeteksian kecurangan dan memberikan bukti kepada pembuat kebijakan
mengenai dampak persepsi keseriusan dan insentif keuangan terhadap intensi aparatur sipil negara untuk
melaporkan kecurangan.

Kata Kunci: whistleblowing; aparatur sipil negara; insentif keuangan; persepsi keseriusan

PENDAHULUAN

Studi ini bertujuan untuk menguji hubungan antara persepsi keseriusan dan insentif keuangan
terhadap intensi whistleblowing aparatur sipil negara. Whistleblowing adalah pengungkapan secara
sukarela oleh anggota organisasi atau mantan anggota organisasi mengenai praktik ilegal, tidak
bermoral, atau tidak sah, kepada pihak yang mungkin dapat melakukan penindakan (Near & Miceli,
1985). Pemerintah Indonesia mendorong praktik whistleblowing untuk memberantas berbagai
kecurangan yang terjadi di lingkungan pemerintahan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK 2017,
2018) menyatakan tiga modus tindak pidana korupsi yaitu penyuapan, pengadaan barang dan/atau
jasa, dan pencucian uang. Kasus yang ditangani KPK dari tahun 2014 hingga 2018 mencapai 489
kasus (Tabel 1). Pelaku kejahatan keuangan melibatkan pihak swasta, anggota DPR/DPRD, Eselon

Cara mengutip: Pulungan, A. H. Afriani, I. & Hasudungan, A. (2020). Apakah keuangan dan persepsi keseriusan berpengaruh
terhadap keputusan aparatur sipil negara melakukan whistleblowing?. Jurnal Akuntansi Aktual. 71), 1-10.
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Tabel 1. Modus Tindak Pidana Korupsi Terbanyak yang Ditangani KPK Periode 2014-2018

Jabatan 2014 2015 2016 2017 2018 Jumlah
Swasta 16 18 28 28 50 140
Anggota DPR dan DPRD 9 19 23 20 91 162
Eselon L, II, IIT dan IV 2 7 10 43 20 82
Walikota/Bupati dan Wakil 12 4 9 13 28 66

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi (2017 dan 2018)

= Swasta = Anggota DPR dan DPRD
s Eselon I, IT, M dan TV Walikota/ Bupati dan Wakil

Gambar 1. Pelaku Kejahatan Keuangan (Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017, 2018)

Tabel 2. Insentif Keuangan Kepada Pelapor

Jumlah Maksimal Insentif

Jenis Pidana Insentif Keuangan K
euangan
Korupsi */ 000 X Kerugian negara yang dapat dikembalikan ke negara  Rp200.000.000,-
Suap */,0 X Nilai suap dan/atau barang rampasan Rp10.000.000,-

Sumber: Republik Indonesia (2018)

I1V, dan Walikota/Bupati dan Wakil (Gambar 1). Dalam rangka mendeteksi kecurangan yang
merugikan negara sedini mungkin, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun
2018 yang mengatur pemberian penghargaan dalam bentuk uang kepada whistleblower. Tujuannya
adalah untuk meningkatkan peran aktif masyarakat secara luas untuk melakukan whisdleblowing
terhadap kasus-kasus korupsi di sektor publik. Besarnya premi atau insentif keuangan diatur di dalam
pasal 17 (Tabel 2).

Teori motivasi intrinsik dan ekstrinsik (Ryan & Deci, 2000) mengemukakan bahwa motivasi
seseorang melakukan tindakan atau keputusan dapat berasal dari dalam atau luar diri seseorang.
Motivasi ekstrinsik membuat seseorang melakukan suatu kegiatan bukan untuk kepuasan dirinya,
tetapi untuk mencapai suatu hasil dari sekitarnya seperti menerima penghargaan atau menghindari
hukuman (Deci & Ryan, 1985; Kruglanski, 1978). Salah satu bentuk penghargaan yang dapat memotivasi
seseorang adalah insentif keuangan. Sebagai contoh, insentif keuangan dapat lebih memotivasi
seorang aparatur sipil negara (ASN) untuk pekerjaan-pekerjaan yang dianggap kurang menarik,
misalnya pekerjaan yang tidak memerlukan pengalaman dalam membuat kebijakan (Weibel, Rost,
& Osterloh, 2010). ASN pada tingkatan yang rendah cenderung menilai pekerjaan kurang menarik
dibandingkan pekerjaan para ASN setingkat manajer. Oleh sebab itu, pemberian insentif keuangan
sebagai cara untuk meningkatkan kinerja sangat direkomendasikan bagi ASN dengan tingkatan yang
rendah (Buelens & Van Den Broeck, 2007).

Secara umum, insentif keuangan berdampak positif terhadap intensi individu melaporkan
adanya pelanggaran. Xu dan Ziegenfuss (2008) menemukan bahwa kecenderungan auditor
internal melaporkan pelanggaran akan meningkat apabila mereka menerima insentif keuangan
untuk melakukan pelaporan. Intensi pegawai perusahaan untuk melaporkan kecurangan juga akan
meningkat saat mereka ditawarkan imbalan moneter (Stikeleather, 2016; Andon, Free, Jidin, Monroe,
& Turner, 2018). Akan tetapi, hasil penelitian Pope dan Lee (2012) serta Brink et al (2013) menunjukkan
bahwa pengaruh insentif yang diberikan dari internal perusahaan terhadap intensi whistleblowing
tidak begitu jelas. Pope dan Lee (2012) menemukan adanya social desirability bias dalam penelitian
mereka. Partisipan memprediksi bahwa insentif keuangan hanya memengaruhi secara signifkan
keputusan melakukan whistdeblowing yang dilakukan orang lain. Di sisi lain, pengaruh insentif
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keuangan tidak signifikan apabila whistleblowing dilakukan oleh partisipan sendiri. Brink et al (2013)
melaporkan bahwa insentif keuangan internal organisasi tidak meningkatkan intensi individu untuk
melaporkan pelanggaran kepada pihak-pihak di dalam internal perusahaan. Hal tersebut berbeda
dengan dampak insentif keuangan yang ditawarkan oleh Stock Exchange Commission (SEC) dimana
insentif keuangan menyebabkan kecenderungan individu melaporkan pelanggaran kepada SEC
(pihak eksternal) meningkat signifikan.

Berbeda dengan motivasi ekstrinsik, motivasi intrinsik menekankan individu melakukan
sesuatu karena dianggap menarik atau menyenangkan untuk melakukan sesuatu hal tersebut (Ryan
& Deci, 2000). Salah satu faktor intrinsik yang dapat memengaruhi keputusan seseorang melakukan
whistleblowing adalah persepsi atas keseriusan suatu pelanggaran. Persepsi keseriusan terkait dengan
bagaimana individu mengevaluasi suatu isu atau kejadian yang dipengaruhi oleh karakteristik situasi
dan siapa yang terlibat, termasuk seberapa besar kemungkinan dan seberapa signifikan kejadian
tersebut berdampak negatif ke orang lain (Curtis, 2006). Ketika seseorang menganggap semakin
serius sebuah pelanggaran, maka kecederungan orang tersebut untuk melaporkan pelanggaran yang
terjadi akan semakin tinggi (Taylor & Curtis, 2013). Andon et al (2018) yang melakukan penelitian
eksperimental dengan menggunakan akuntan di perusahaan swasta sebagai partisipan, juga
menemukan bahwa ketika individu menganggap suatu pelanggaran semakin serius, semakin besar
intensi individu untuk melaporkan pelanggaran tersebut.

Penelitian ini dimotivasi oleh dua alasan. Alasan pertama adalah dampak insentif keuangan
yang ditawarkan melalui Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2018 masih perlu diteliti lebih lanjut.
Winardi (2013) menemukan bahwa bahwa ASN cenderung tidak melaporkan kecurangan apabila
mereka menganggap kecurangan tersebut kurang atau tidak serius. Akan tetapi, penelitan tersebut
menjelaskan sejauh mana interaksi persepsi keseriusan dan insentif keuangan dapat mempengaruhi
keputusan melakukan whistleblowing: Alasan kedua adalah penelitian whistleblowing cenderung
berfokus kepada pegawai perusahaan atau kantor audit meskipun frekuensi dan dampak korupsi
yang melibatkan sektor publik juga relatif signifikan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini ditujukan
untuk menguji sejauh mana intensi aparatur sipil negara dalam melaporkan kecurangan dipengaruhi
oleh persepsi keseriusan dan insentif keuangan. Hal ini diperlukan untuk membantu pembuat
kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang dapat mendeteksi kecurangan sedini mungkin, seperti
whistleblowing: Selain itu, hasil penelitian diharapkan juga dapat berkontribusi kepada literatur
tentang pendeteksian fraud khususnya di lingkungan pemerintahan serta memberikan saran kepada
pembuat kebijakan untuk mengevalusi signifikansi dampak kebijakan insentif keuangan di kalangan
ASN. Pada bagian selanjutnya akan dibahas metodologi, hasil dan diskusi, serta kesimpulan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode between-subject experimental design, dimana peserta
diharapkan tidak dapat menjadi bagian dari contro/ group dan experiment-group secara bersamaan
sehingga dapat menghindari efek carryover yang membuat hasil penelitian tidak dapat diandalkan
(Charness, Gneezy, & Kuhn, 2012). Dengan menggunakan between subject-subject experimental
design, responden dibagi menjadi kedua kelompok dimana masing-masing kelompok tersebut
menghadapi skenario yang berbeda tentang insentif keuangan. Penelitian ini memiliki dua variabel
independen (insentif keuangan dan persepsi keseriusan) dan satu variabel dependen (intensi
melakukan whisddeblowing kepada pihak eksternal). Variabel intensi melakukan whistleblowing
dan persepsi keseriusan diukur dengan menggunakan Likert skala 5. Variabel insentif keuangan
merupakan variabel manipulatif dimana insentif keuangan dimanipulasi ke dalam dua tingkatan,
yaitu keberadaan dan ketiadaan insentif keuangan. Variabel insentif keuangan diukur dengan
menggunakan variabel dummy; yaitu 1 untuk ketiadaan insentif keuangan dan 2 untuk keberadaan
insentif keuangan.

Sebanyak 160 kuesioner dikirim kepada ASN di tiga institusi publik. Akan tetapi, ketiadaan data
mengenai daftar pegawai negeri di Indonesia, mengakibatkan pemilihan sampel dilakukan dengan
metode sampling kemudahan (convenience sampling). Pengiriman kuesioner ke intitusi pemerintah
pusat dilakukan melalui bagian humas institusi terkait di bulan Maret sampai dengan Mei 2019.
Kuesioner yang kembali berjumlah 134 buah dan hanya 107 kuesioner (66,9%) yang diisi secara
lengkap dan dapat digunakan untuk dianalisis.

Dalam kuesioner, responden ditanya mengenai umur, jenis kelamin, golongan jabatan, dan
lama bekerja. Responden juga menerima sebuah skenario dimana responden dihadapkan pada
situasi untuk memeriksa realisasi anggaran kegiatan operasional seperti pembelian, biaya transportasi
(bensin, parkir, tol), alat tulis, materai, dan lainnya di tempat dia bekerja. Kasus korupsi dengan
skenario pemalsuan dokumen dan pembayaran kepada vendor dipilih karena jumlah kasus tersebut
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tergolong signfikan pada sektor publik. Data KPK pada tahun 2017 dan 2018 menunjukkan bahwa 310
kasus atau 68,9% dari keseluruhan kasus korupsi yang ditangani KPK dari tahun 20142018 terjadi pada
sektor publik. Delapan puluh dua kasus di antaranya (18,2%) melibatkan eselon I sampai IV.

Dalam skenario yang diberikan, responden menemukan adanya dokumen-dokumen yang
mengindikasikan telah terjadi penyalahgunaan anggaran sebesar 5 milyar rupiah untuk kepentingan pribadi
salah seorang kepala bagian di tempat responden bekerja. Selain itu, terdapat banyak bukti transaksi yang
tidak resmi dari vendor terkait seperti fakturtagihan yang tidak memiliki informasi mengenai tanggal
pembelian, serta tidak adanya cap resmi vendor. Hal tersebut membuat responden melakukan pengecekan
apakah vendor tersebut vendor fiktif atau tidak. Setelah melakukan pengecekan dengan beberapa cara,
antara lain mencari informasi di internet mengenai keberadaan vendor, menelpon vendor sesuai infomasi
yang tertera di faktur, dan/atau mendatangi vendor secara langsung, responden menemukan bahwa vendor
tersebut tidak pernah ada (fiktif). Responden memperkirakan bahwa telah terjadi penyalahgunaan anggaran
sebesar 5 milyar rupiah yang telah menyebabkan beberapa program tidak berjalan sebagaimana mestinya,
serta berpotensi menurunkan reputasi institusi tempat responden bekerja.

Responden selanjutnya dihadapkan dengan variabel manipulatif, yaitu insentif keuangan. Kelompok
responden yang pertama mendapat informasi bahwa responden tidak akan diberikan insentif keuangan
apabila responden melaporkan pelanggaran di atas, meskipun si pelaku pelanggaran dinyatakan terbukti
bersalah. Kelompok responden yang kedua menerima informasi tambahan bahwa menurut PP No 43 Tahun
2018, pemerintah akan memberikan imbalan moneter kepada individu yang secara sukarela memberikan
informasi mengenai kesalahan/kecurangan dalam suatu organisasi kepada otoritas terkait. Jumlah insentif
keuangan yang diberikan adalah 2 %o (2 perumil) dari total kerugian yang dikembalikan ke negara dan
jumlah maksimum dari insentif yang diberikan adalah 200 juta rupiah. Dengan kata lain, jika responden
melaporkan kasus di atas, maka responden akan mendapatkan insentif maksimal sebesar 10 juta rupiah
(5 Milyar x 2 %o). Pemberian insentif diberikan paling lama setelah tiga bulan dari tanggal pelaporan dan
pelaku pelanggaran dinyatakan bersalah.

Setelah responden membaca skenario pelanggaran di atas, setiap responden diminta menjawab dua
pertanyaan. Pada pertanyaan pertama, responden diminta menjawab seberapa serius pelanggaran di dalam
skenario tersebut. Selanjutnya, responden diperhadapkan dengan pertanyaan seberapa besar kemungkinan
mereka melaporkan pelanggaran yang mereka temukan kepada pihak eksternal seperti kepolisian dan
KPK. Pertanyaan kedua dimaksudkan untuk mengukur variabel dependen. Studi ini memilih pelaporan
secara eksternal sebagai variabel dependen karena PP No 43 Tahun 2018 pasal 7 dan 8 menyatakan
bahwa pemberi informasi (whistleblower) menyampaikan informasi kepada penegak hukum dengan
membuat laporan tertulis yang berisi antara lain identitas pelapor dan uraian fakta dugaan terjadinya tindak
pidana korupsi (Republik Indonesia, 2018). Studi sebelumnya menujukkan bahwa intensi pelapor untuk
melaporkan pelanggaran cenderung menurun saat mereka mereka harus mengungkapkan identitas pribadi
atau pada saat mereka meyakini bahwa risiko identitas mereka terungkap ke pihak lain semakin besar
(Curtis & Taylor, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 3 memberikan gambaran mengenai responden penelitian dimana sebagian besar responden
merupakan golongan tiga (84,1%). Responden juga terdiri 58,9% pria dan sekitar setengah jumlah responden
(59,8%) berusia kurang dari 30 tahun.

Tabel 3. Informasi Demografi

N Percentase
Total Partisipan 107 100%
Jenis Kelamin
Pria 63 58,9%
Wanita 44 41,1%
Golongan
v 0 0.0%
111 90 84,1%
1I 17 15,9%
1 0 0,0%

Usia
Dibawah 30 tahun 64 59,8%
30 - 39 tahun 37 34,6%
40 - 49 tahun 3 2,8%
50 tahun ke atas 3 2.8%
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Tabel 4. Statistik Deskriptif

Panel A
Frekuensi Persepsi Level Keseriusan Jumlah Responden Persentase
Keseriusan 1 — Sangat Tidak Serius 2 1,9%
2 2 1,9%
3 12 11,2%
4 31 29,0%
5 — Sangat Serius 60 56,1%
Total 115 100,0%
Panel B
Frekuensi Insentif Insentif Keuangan Jumlah Responden Persentase
Keuangan 1 - Tidak Ada 58 54,2%
2 - Ada 49 45,8%
Total 115 100,0%

Tabel 5. Intensi Melaporkan Pelanggaran kepada Pihak Eksternal

Panel A: Rata-Rata

Insentif Keuangan Rata-Rata Std. Deviasi
Tidak Ada 3,59 1,109
Ada 3,63 ,994

Panel B: Analisis Korelasi

Intensi Melaporkan Pelanggaran

Kepada Pihak Eksternal
Persepsi Keseriusan 0,501
Sig (two-tailed) 0,000
N 107
Insentif Keuangan 0,022
Sig (two-tailed) 0,821
N 107
Panel C: Hasil Uji Ancova
Sumber B Std. Error F Sig
Efek Utama (Full factorial Model)
Keseriusan 0,591 0,100 34,895 0,000
Insentif Keuangan -0,055 0,178 0,096 0,757
Interaksi (Interaction Model)
Insentif Keuangan x Keseriusan 0,612 0,182 10,131 0,002

Studi ini bertujuan menguji pengaruh persepsi keseriusan dan insentif keuangan, dan interaksi
kedua variabel tersebut terhadap intensi aparatur sipil negara melaporkan pelanggaran kepada pihak
eksternal. Tabel 4 memperlihatkan bahwa sebanyak 91 responden (85,1%) menganggap bahwa korupsi
yang dipaparkan di dalam skenario adalah serius (29%) dan sangat serius (56,1%). Jumlah responden
yang menerima kuesioner berisi skenario ketiadaan insentif keuangan kepada whistleblower (54,2%)
lebih banyak dibandingkan dengan jumlah responden yang menjawab kuesioner dengan skenario
bahwa mereka akan menerima insentif keuangan jika responden melaporkan pelanggaran (45,8%).
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yang dipaparkan di dalam skenario adalah serius (29%) dan sangat serius (56,1%). Jumlah responden
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bahwa mereka akan menerima insentif keuangan jika responden melaporkan pelanggaran (45,8%).
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Gambar 2. Interaksi antara Persepsi Keseriusan dan Insentif Keuangan

Tabel 6. Intensi Whistleblowing Kepada Pihak Eksternal Berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, dan Golongan

Panel A Hasil Uji Ancova Berdasarkan Jenis Kelamin

Pria Wanita
Keseriusan Insentif Keuangan Keseriusan Insentif Keuangan
Beta ,765 ,170 ,398 -421
Sig. 0,000 0,446 0,009 0,132
Panel B Hasil Uji Ancova Berdasarkan Golongan
Golongan II Golongan IIT
Keseriusan Insentif Keuangan Keseriusan Insentif Keuangan
Beta ,667 ,167 ,564 -063
Sig. 0,003 0,742 0,000 0,754
Panel C Hasil Uji Ancova Bedasarkan Usia
Di bawah 30 tahun 30 = 39 tahun
Keseriusan Insentif Keuangan Keseriusan Insentif Keuangan
Beta ,628 155 ,488 ,291
Sig. 0,000 0,474 0,012 0,386

Tabel 5 Panel B menunjukkan bahwa persepsi keseriusan berkorelasi positif signifikan (p-value
< 0,001) terhadap intensi melakukan whistdeblowing kepada pihak eksternal. Setelah dilakukan
uji ancova (Analysis of Covariate di Panel C Tabel 5), terlihat bahwa persepsi keseriusan secara
signifikan mempengaruhi keputusan ASN melaporkan pelanggaran. Apabila seorang ASN menilai
suatu pelanggaran atau kecurangan semakin serius, semakin besar intensi ASN untuk melaporkan
pelanggaran tersebut (F = 34,895, B = 0,591, p-value < 0,001). Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh
pengaruh insentif keuangan terhadap intensi whistleblowing. Insentif keuangan tidak berkorelasi
dengan terhadap intensi whistleblowing (p-value = 0,821) sebagaimana terlihat pada Tabel 5 Panel B.
Hasil uji Ancova mengindikasikan bahwa insentif keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap
keputusan aparatur sipil negara melakukan whistdeblowing kepada pihak eksternal ( = -0,055, F =
0,096. p-value = 0,757).

Tabel 5 Panel C memperlihatkan dampak bersama insentif keuangan dan persepsi keseriusan
(insentif keuangan x keseriusan) yang signifikan terhadap terhadap intensi aparatur sipil negara
melakukan whistleblowing (B = 0,612, F = 10,131, p-value = 0,002). Intensi aparatur sipil negara
untuk melaporkan korupsi meningkat secara signifikan saat persepsi keseriusan meningkat, terlepas
dari ada atau tidaknya insentif keuangan (Gambar 2). Dengan kata lain, pengaruh imbalan moneter
akan menjadi kurang penting saat seorang whistleblower memandang dampak suatu kecurangan
serius secara signifikan, maka motivasi intrinsik akan menjadi lebih dominan saat memutuskan
melaporkan pelanggaran tersebut. Sebaliknya, saat tingkat persepsi keseriusan rendah, keberadaan
insentif keuangan dapat meningkatkan intensi aparatur sipil negara melaporkan pelanggaran kepada
pihak eksternal.

Dengan membagi sampel berdasarkan jenis kelamin, golongan, dan usia, penelitian ini
menganalisa lebih jauh apakah insentif keuangan dan persepsi keseriusan memiliki pengaruh yang
berbeda terhadap intensi keputusan whistleblowing ASN pada setiap kriteria sampel. Tabel 6
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memperlihatkan bahwa pengaruh persepsi keseriusan (motivasi intrinsik) tetap merupakan faktor yang
menentukan keputusan ASN di setiap kelompok sampel. Misalnya, pengaruh persepsi keseriusan
pada ASN pria (p < 0,001) dan wanita (p = 0,009) sama-sama signifikan. Sebaliknya insentif keuangan
tidak berpengaruh signifikan pada keputusan whistleblowing ASN wanita (p = 0,132) maupun pria
(sig.= 0,446). Persepsi keseriusan juga menjadi faktor signifikan bagi golongan II (p = 0,03) maupun
golongan IIT (p < 0,001) dalam menentukan apakah akan melaporan suatu kecurangan atau tidak.
Oleh karena sampel yang tidak memadai untuk usia 40-49 tahun dan di atas 50 tahun, analisis Ancova
berdasarkan usia hanya dapat dibagi ke dalam kriteria, yaitu di bawah 30 tahun dan 30-39 tahun.
Hasil uji Ancova menunjukkan hanya persepsi keseriusan yang berdampak positif signifikan di kedua
kelompok usia tersebut (p-value < 0,001 dan p-value = 0,012).

Pembahasan

Whistleblowing merupakan salah satu metode untuk mendeteksi kecurangan sedini mungkin.
Akan tetapi, agar sistem whistleblowing dapat diterapkan secara efektif, organisasi perlu memahami
berbagai faktor yang memengaruhi keputusan seseorang melakukan whistleblowing. Near &
Miceli (1995, dikutip oleh Lei & Brink, 2017) menyebutkan bahwa ada berbagai faktor yang dapat
mempengaruhi keputusan seseorang dalam memutuskan apakah akan melaporkan suatu pelanggaran,
antara lain karakteristik personal pelapor, serta dampak yang ditimbulkan oleh pelanggaran.
Penelitian ini, secara khusus, membagi faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang melakukan
whistleblowing menjadi faktor intrinsik dan ekstrinsik.

Teori motivasi ekstrinsik-intrinsik mengemukakan bahwa keputusan seseorang dapat dimotivasi
dari dalam (intrinsik) maupun dari luar (ekstriksik) diri seseorang (Ryan & Deci, 2000). Hasil
penelitian ini memperlihatkan keputusan ASN untuk melakukan whistleblowing lebih dipengaruhi
oleh persepsi mereka mengenai seberapa serius dampak yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran.
Hal tersebut konsisten dengan penelitian sebelumnya di sektor pemerintahan (Winardi, 2013)
dan sektor swasta (Andon, Free, Jidin, Monroe, & Turner, 2018; Taylor & Curtis, 2013). Winardi
(2013) meneliti pengaruh persepsi keseriusan pada ASN bergolongan rendah. Hasilnya ASN lebih
cenderung melaporkan pelanggaran saat mereka menilai pelanggaran tersebut lebih serius. Dengan
menggunakan partisipan yang lebih besar (2.081 partisipan) dan dari berbagai kalangan, Feldman &
Lobel (2010) juga menemukan bahwa intensi partisipan untuk melaporkan suatu pelanggaran akan
meningkat seiring dengan persepsi mereka akan berbahayanya (severity) suatu pelanggaran.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan mengapa faktor intrinsik (persepsi keseriusan) lebih
dominan dalam mempengaruhi keputusan ASN untuk melakukan whistleblowing. Alasan pertama
adalah adanya pemikiran bahwa institusi akan lebih cenderung mengambil tindakan korektif atas
pelanggaran yang serius dibandingkan pelanggaran yang dianggap kurang serius (Near & Micel,
1985). Tingkat keseriusan suatu pelanggaran tidak hanya diukur oleh kerugian finansial (materialitas),
tetapi juga dari seberapa besar probabilitas kerugian tersebut terjadi (Curtis, 2006). Semakin besar
probabilitas terjadinya dampak suatu pelanggaran yang membahayakan orang lain, maka semakin
tinggi tingkat keseriusan pelanggaran tersebut. Dengan kata lain, persepsi keseriusan merupakaan
kombinasi dari seberapa material dampak yang ditimbulkan suatu pelanggaran dan probabilitas
terjadinya dampak atau kerugian.

Semakin tinggi tingkat keseriusan suatu pelanggaran, maka semakin besar pula perlunya
tindakan korektif. Tindakan korektif dilakukan untuk melindungi institusi dari kerugian yang lebih
besar yang disebakan oleh pelanggaran yang lebih serius. Institusi memiliki peran untuk mengedukasi
pegawai dalam membedakan antara pelanggaran yang material dengan yang tidak material sebab
materialitas merupakan elemen utama yang mempengaruhi persepsi pegawai akan tingkat keseriusan
suatu pelanggaran (Ayers & Kaplan, 2005; Finn, 1995 dikutip dari Taylor & Curtis, 2010).

Kedua, lebih dominannya faktor intrinsik dalam mempengaruhi keputusan whistleblowing
ASN dapat disebabkan oleh motivasi seseorang bekerja di sektor pemerintahan yang lebih didorong
oleh keinginan untuk berkontribusi kepada kepentingan publik daripada kepentingan diri sendiri
(Vandenabeele 2007, dikutip dari Anderfuhren-Biget, Varone, Giaque, Ritz, 2015). Akibatnya,
faktor ekstrinsik, khususnya imbalan moneter tidak memiliki pengaruh yang kuat untuk memotivasi
ASN dalam bekerja. Sebagai contoh, sebuah penelitian di Swiss memperlihatkan bahwa pengaruh
penghargaan moneter memiliki pengaruh yang lemah terhadap motivasi ASN (Anderfuhren-Biget,
Varone, Giauque, & Ritz, 2010). Insentif keuangan akan mempengaruhi ASN hanya dalam situasi
tertentu, misalnya saat mereka menilai pekerjaan mereka kurang menarik (Buelens & Van Den
Broeck, 2007). Alasan ketiga adalah insentif keuangan yang ditawarkan oleh regulasi hanya akan
mempengaruhi intensi pelaporan kecurangan hanya jika kecurangan tersebut dianggap tidak morally
offensive atau tidak mencederai nilai-nilai moralitas (Feldman & Lobel, 2010). Pelaporan kecurangan
yang lebih dimotivasi oleh faktor imbalan moneter (faktor ekstrinsik) tanpa memperhatikan keseriusan
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pelanggaran tersebut dapat mengakibatkan lebih banyak tuntutan hukum kepada pelapor, khususnya
untuk kasus-kasus yang tidak serius (Andon, Free, Jidin, Monroe, & Turner, 2018). Tuntutan hukum
juga akan mengakibatkan lebih banyak pekerjaan administrasi yang mungkin tidak sebanding
dengan dampak yang ditimbulkan oleh korupsi tersebut. Oleh sebab itu, ASN akan lebih berhati-hati
dalam melaporkan suatu kasus pelanggaran. Mereka akan lebih cenderung memperhatikan besarnya
dampak suatu pelanggaran daripada imbalan insentif yang akan mereka terima.

SIMPULAN

Studi ini menguji sejauh mana imbalan moneter (motivasi ekstrinsik) dan persepsi keseriusan
(motivasi intrinsik) mempengaruhi keputusan whistleblowing ASN. Dengan menggunakan metode
between-subject experimental, penelitian ini menemukan bahwa keputusan ASN melaporkan
pelanggaran kepada pihak eksernal tidak dipengaruhi oleh motivasi eksternal, khususnya insentif
keuangan. Keputusan ASN melakukan whistleblowing lebih dipengaruhi oleh motivasi intrinsik
yaitu pandangan mereka mengenai seberapa serius pelanggaran tersebut. Semakin serius sebuah
pelanggaran, semakin besar kecenderungan ASN melaporkan kecurangan tersebut kepada pihak
eksternal seperti KPK maupun kepolisian. Hasil pengujian interaksi antara persepsi keseriusan dan
insentif keuangan mengindikasikan bahwa pengaruh persepsi keseriusan memoderasi pengaruh
insentif keuangan, yaitu intensi ASN melaporkan kecurangan semakin tinggi saat keseriusan
kecurangan semakin tinggi meskipun tanpa ada insentif keuangan.

Sekalipun hasil penelitian memberikan bukti bahwa faktor ekstrinsik tidak memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap keputusan ASN dalam melakukan whistleblowing; bukan berarti PP No 43
Tahun 2018 tidak efektif. Hal ini justru membuka ruang bagi penelitian di masa yang akan datang
untuk menguji kapan atau pada kondisi bagaimana imbalan moneter yang ditawarkan pemerintah
dapat mempengaruhi secara signifikan keputusan whistleblowing: Penelitian ini juga membuka
kesempatan bagi penelitian selanjutnya untuk mengatasi beberapa keterbatasan pada metode
penelitian ini, terutama pengambilan sampel yang hanya dari tiga institusi publik dengan metode
convenience sampling. Penelitian di masa yang akan datang dapat menguji faktor lainnya yang dapat
mempengaruhi keputusan whistleblowing aparatur sipil negara, atau menggunakan sampel yang
lebih luas dan lebih reprensentatif. Selain itu, penelitian yang akan datang juga dapat menganalisa
apakah terdapat perbedaan antara faktor yang mempengaruhi keputusan whistleblowing di sektor
publik dan sektor swasta.
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kepemilikan keluarga terhadap Carbon
Emission Disclosure (CED) di perusahaan pertambangan dengan menggunakan sampel perusahaan
pertambangan yang dimiliki oleh keluarga yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2017.
Sampel diambil dengan menggunakan teknik sampling jenuh sehingga diperoleh 46 sampel penelitian.
Variabel independen penelitian ini adalah kepemilikan keluarga yang diukur menggunakan prosentase
kepemilikan saham. Variabel dependen penelitian ini adalah carbon emission disclosure yang diukur
menggunakan indeks pengungkapan carbon disclosure project (CDP). Penelitian ini menggunakan dua
variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan dan usia perusahaan. Penelitian ini menggunakan analisis
regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh negatif
dan signifikan terhadap carbon emission disclosure. Implikasi dari penelitian ini adalah perusahaan
pertambangan keluarga cenderung tidak mengungkapkan informasi mengenai emisi karbon yang
dihasilkan perusahaan dengan komprehensif, sehingga diperlukan kebijakan-kebijakan pemerintah yang
meningkatkan kepatuhan pengungkapan.
Kata Kunci: Pengungkapan Emisi Karbon; Kepemilikan Keluarga; Perusahaan Pertambangan

PENDAHULUAN

Salah satu potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia adalah bidang pertambangan
komoditas mineral antara lain batubara, minyak, gas bumi, emas, timah, tembaga dan nikel.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2018, jumlah perusahaan besar yang bergerak di bidang
pertambangan migas sebanyak 123 perusahaan, gheotermal sebanyak 5 perusahaan, pengilangan
sebanyak 17 perusahaan, non-migas (batubara, timah, bauksit, bijih nikel, emas dan perak, konsentrat
tembaga, serta aspal) sebanyak 922 perusahaan. Banyaknya perusahaan pertambangan di Indonesia
berdampak pada besarnya potensi pencamaran yang terjadi akibat operasional perusahaaan. Choi
dkk. (2013) menyatakan pemanasan global telah menjadi masalah politik dan bisnis yang semakin
penting bagi sebagian besar negara. Seruan kuat datang dari para pemerhati lingkungan, bisnis dan
politik untuk menanggapi berbagai tantangan - tantangan yang diakibatkan oleh ancaman pemanasan
global. Salah satu tantangan adalah perlunya suatu entitas untuk memahami dan mengkomunikasikan
kontribusinya terhadap pemanasan global yang dihasilkan dari emisi karbon (Choi dkk., 2013).

Cara mengutip: Anshari, R. & Isnalita. (2020). Kepemilikan keluarga dan carbon emission disclosure pada perusahaan pertambangan

yang terdaftar di bursa efek indonesia._jurnal Akuntansi Aktual. 71), 11-22.
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Pada tahun 2004, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2004 tentang Pengesahan
Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Protokol Kyoto atas
Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim). Pokok bahasan dari
Protocol Kyoto adalah mewajibkan seluruh anggota Anex 1 untuk mengurangi efek Gas Rumah Kaca
(GRK). Emisi GRK menurut Annex A Protokol Kyoto meliputi Carbon Dioxide (CO2), Methane (CH4),
Nitrous Oxide (N20), Hydrofluorocarbon (H¥C), Perfluorocarbon (PFC), dan Sulfirhexafluoride (SF6).
Dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut, Indonesia ikut berkomitmen untuk bersama-sama menjaga
dan melindungi kehidupan manusia dan ekosistem di bumi dari perubahan iklim dan pemanasan global.
Implikasi dari Protocol kyoto adalah munculnya carbon accounting; yaitu perusahaan diharuskan untuk
melakukan pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan emisi karbon (Irwhantoko
dan Basuki, 2016).

Penelitian pengungkapan emisi karbon yang dilakukan oleh Choi dkk. (2013) menemukan
bahwa perusahaan yang lebih besar mengungkapkan emisi karbon yang lebih komprehensif
dibanding perusahan yang lebih kecil. Selain itu, perundang-undangan negara juga dapat mendorong
perusahaan untuk mengungkapan emisi karbon yang lebih komprhensif secara sukarela. Penelitian
Gonzalez-Gonzalez dan Zamora-Ramirez (2016) yang menganalisis faktor yang mempunyai kontribusi
terhadap keputusan perusahaan mengungkapkan informasi emisi karbon menemukan bahwa ukuran
perusahaan, risiko keuangan serta konsentrasi kepemilikan mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap kontribusi keputusan pengungkapan emisi karbon. Ben-Amar dkk. (2017) yang menguji
pengaruh direksi perempuan terhadap pengungkapan emisi karbon menemukan bahwa terjadi
peningkatan pengungkapan emisi karbon ketika persentase perempuan lebih tinggi pada dewan
perusahaan. Penelitian lain dilakukan oleh Kili¢ dan Kuzey (2019) yang menganalisis pengaruh
direksi independen dan diversitas kewarganegaraan direksi serta komite keberlanjutan terhadap
pengungkapan emisi karbon. Hasil penelitian menemukan bahwa diversitas kewarganegaraan direksi
dan komite keberlanjutan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon.
Penelitian lain dilakukan oleh Nasih dkk. (2019) yang menganalisis pengaruh ukuran perusahaan
dan strukutur tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan emisi karbon. Hasil penelitian tersebut
menemukan bahwa perusahaan besar dan yang memiliki ukuran dewan yang besar mengungkapkan
informasi emisi karbon yang lebih komprehensif selain prorporsi komisaris dan direksi independen
yang lebih banyak.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, masih belum banyak yang menguji pengaruh kepemilikan
perusahaan terhadap pengungkapan emisi karbon. Penelitian Gonzalez-Gonzalez dan Zamora-
Ramirez (2016) menemukan bahwa kosentrasi kepemilikan pada perusahaan mempunyai peran
terhadap keputusan pengungkapan emisi karbon. Namun, penelitian tersebut belum mengidentifikasi
jenis kepemilikan perusahaan, sehingga masih ada celah penelitian pada fokus tersebut. Oh dkk.
(2011) berargumen bahwa faktor kepemilikan perusahaan menjadi penting untuk ditelaah lebih jauh
karena struktur kepemilikan perusahaan yang berbeda mempunyai motivasi yang berbeda pula
terhadap pengungkapan informasi non keuangan.

Survei PricewaterhouseCooper atau PWC (2014) menunjukkan bahwa 95% perusahaan yang
ada di Indonesia adalah perusahaan keluarga. Hal tersebut mengindikasikan bahwa, mayoritas
perusahaan di Indonesia memiliki struktur kepemilikan yang bersifat terkonsentrasi. Perusahaan
keluarga adalah perusahaan yang unik karena mereka cenderung akan berusaha menjaga perusahaan
untuk dapat diwariskan ke generasi selanjutnya (Oh dkk., 2011). Pengungkapan menjadi salah satu
cara perusahaan untuk berkomunikasi dan menunjukkan tanggung jawabnya kepada pemangku
kepentingan. Salah satu pemangku kepentingan adalah masyarakat sehingga pengungkapan yang
komprehensif bisa memunculkan citra baik perusahaan di masyarakat dengan menunjukkan bahwa
perusahaan peduli terhadap isu emisi karbon atas aktivitas operasional pertambangan. Sebaliknya,
ketika perusahaan tidak melakukan pengungkapan dengan komprehensif, maka hal ini menunjukkan
ketidakpedulian perusahaan terhadap tuntutan akan keterbukaan informasi dari berbagai pemangku
kepentingan perusahaan.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris
pengaruh kepemilikan keluarga terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan pertambangan
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dikendalikan oleh keluarga. Kebaharuan penelitian
ini yaitu adanya variabel struktur kepemillikan berupa kepemilikan keluarga yang digunakan sebagai
variabel indepenenden. Variabel tersebut dipilih karena banyaknya perusahaan di Indonesia yang
dikendalikan oleh keluarga sehingga faktor tersebut diduga dapat memengaruhi motivasi perusahaan
pertambangan untuk mengungkapkan emisi karbon dengan komprehensif.

Penelitian ini menggunakan teori socioemotional wealthsebagai dasar untuk memahami masalah
penelitian. Teori socioemotional wealth menjelaskan bahwa keluarga memiliki aspek non keuangan
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dari perusahaan guna memenuhi kebutuhan afektif keluarga seperti identitas, kemampuan keluarga
dalam memengaruhi perusahaan, keinginan keluarga untuk menggunakan wewenang, kelangsungan
kepemimpinan keluarga dan wewenang dalam menunjuk anggota keluarga yang dipercaya untuk
menduduki posisi penting (Gomez-Mejia dkk., 2007). Kellermanns dkk. (2012) menyatakan bahwa
kerangka acuan sosioemotional wealth merupakan pendorong perilaku perusahaan keluarga untuk
mementingkan diri sendiri dan menempatkan kebutuhan keluarga di atas pemangku kepentingan
lain. Berdasarkan sudut pandang teori socioemotional wealth, pengungkapan informasi sukarela
pada perusahaan keluarga akan berada pada tingkat yang rendah karena perusahaan keluarga
memiliki tingkat asimetri informasi yang rendah, tuntutan dari pemangku kepentingan yang sedikit
dan adanya kekhawatiran akan mengganggu keuangan perusahaan sehingga perusahaan keluarga
menjadi kurang responsif terhadap permintaan pengungkapan dari para pemangku kepentingan dan
lebih mengutamakan kepentingan keluarga di perusahaan (Gomez-Mejia dkk., 2007; Kim dkk., 2017;
Muttakin dan Khan, 2014).

Di Indonesia, pengungkapan emisi karbon masih bersifat sukarela. Pemerintah belum membuat
regulasi yang mewajibkan pengungkapan tersebut, terutama bagi perusahaan publik. Walaupun
demikian, perusahaan pertambangan harus menyadari bahwa emisi karbon yang dihasilkan dari
aktivitas pertambangan merupakan salah satu penyumbang efek rumah kaca. Industri pertambangan,
seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam, menggunakan 70% energi fosil dari total energi yang
dikonsumsi (Nasih dkk., 2019) sehingga industri pertambangan adalah penyumbang terbesar emisi
karbon di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia (Nasih dkk., 2019). Berdasarkan sudut
pandang teori socioemotional wealth, walaupun perusahaan pertambangan menyumbang banyak
emisi karbon dari aktivitas operasionalnya, perusahaan keluarga akan cenderung berperilaku
mengabaikan pemangku kepentingan eksternal perusahan oleh karena kepentingan pihak internal
untuk melakukan pengungkapan yang komprehensif menjadi relatif lemah. Hal ini karena mereka
terlibat aktif di perusahaan dan mudah memperoleh informasi perusahaan untuk pengambilan
keputusan.

Kepemilikan Keluarga dan Carbon Emission Disclosure

Muttakin dan Khan (2014) menyatakan bahwa perusahaan keluarga memiliki motivasi yang
rendah terhadap pengungkapan sukarela yang melebihi batas wajib disyaratkan. Namun, perusahaan
keluarga lebih tertarik pada profitabilitas dan kinerja keuangan daripada masalah sosial dan lingkungan
(Déniz dan Suarez, 2005). Ho dan Wong (2001) menjelaskan bahwa pada perusahaan keluarga,
keterlibatan anggota keluarga pada kegiatan sehari-hari perusahaan mengakibatkan mekanisme kontrol
seperti pengungkapan informasi sukarela menjadi tidak diperlukan. Ketika keluarga merupakan
pemegang saham utama dan anggota keluarga berada pada jajaran dewan direksi maka mereka
mempunyai akses langsung terhadap informasi keuangan dan non keuangan sehingga membutuhkan
sedikit pengungkapan (Chau dan Gray, 2010). Penelitian Gonzalez-Gonzalez dan Zamora-Ramirez
(2016) menunjukkan bahwa perusahaan dengan jenis kepemilikan yang terkonsentrasi berpengaruh
negatif terhadap pengungkapan emisi karbon.

Sesuai dengan teori socioemotional wealth, perusahaan yang dimiliki oleh keluarga cenderung bersifat
oportunis. Praktik bisnis pada perusahaan keluarga berbeda dengan perusahaan jenis lain. Hal tersebut juga
berdampak pada pola perilaku perusahaan keluarga yang berbeda dengan jenis perusahaan lain karena
perusahaan keluarga akan bersifat lebih konservatif sebab kehilangan socioemotional wealthberarti kehilangan
hubungan keluarga, penurunan status dan kegagalan memenuhi harapan keluarga di perusahaan (Gomez-Mejia
dkk., 2007). Perusahaan keluarga memiliki tingkat asimetri informasi yang rendah, tuntutan dari pemangku
kepentingan yang sedikit dan kekhawatiran akan mengganggu keuangan perusahaan sehingga perusahaan
keluarga menjadi kurang responsif terhadap permintaan pengungkapan dari pemangku kepentingan dan lebih
mengutamakan kepentingan keluarga di perusahaan (Gomez-Mejia dkk., 2007; Kim dkk., 2017; Muttakin dan
Khan, 2014). Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diusulkan hipotesis:

H,: Kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap Carbon Emission Disclosure

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan archival (pengarsipan).
Menurut Moers (2007) archival merupakan studi empiris yang menggunakan data arsip sebagai
sumber utama dengan menerapkan metode kuantitatif untuk menganalisis data ini. Populasi pada
penelitian ini yaitu perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2016 hingga 2017
yakni sebanyak 82 perusahaan. Fokus utama penelitian ini adalah pada perusahaan keluarga,
yaitu sebanyak 46 sampel perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga. Proses identifikasi sampel
menggunakan teknik sampling jenuh. Dengan teknik ini, data yang diidentifikasi sebagai sampel
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perusahaan keluarga jika pemegang saham utama/pengendali perusahaan dalam populasi adalah
sebuah keluarga. Informasi kepemilikan keluarga diperoleh dari laporan tahunan perusahaan pada
bagian informasi kepemilikan. Seluruh informasi yang diperlukan dalam penelitian diperoleh dari
laporan tahunan perusahaan dari website BEI (www.idx.co.id) dan dari situs resmi perusahaan.
Gambar 1 merupakan kerangka konseptual penelitian ini.

Variabel independen pada penelitian ini adalah kepemilikan keluarga. Perusahaan keluarga
didefinisikan sebagai perusahaan yang anggota keluarganya aktif di perusahaan sebagai pemilik
melalui kepemilikan saham (Block dan Wagner, 2013; Chau dan Gray, 2010; Gallo dan Sveen, 1991).
Pengukuran kepemilikan keluarga mengacu pada penelitian Chau dan Gray (2010) yang diukur
menggunakan persentase saham yang dimiliki oleh keluarga.

Variabel dependen pada penelitian ini adalah Carbon Emission Disclosure (CDE). Pengukuran
variabel mengacu pada penelitian Choi dkk. (2013) yang menggunakan daftar pengungkapan Carbon
Disclosure Project (CDP). Daftar tersebut terdiri dari 18 item pengungkapan (Tabel 1) yang terbagi
ke dalam 5 kategori yaitu: 1) Perubahan iklim: Resiko dan peluang, 2) Emisi Gas Rumah Kaca, 3)
Konsumsi Energi, 4) Pengurangan Gas Rumah Kaca dan Biaya, 5) Akuntabilitas Emisi Karbon. Item
yang diungkapan akan diberi nilai 1 dan 0 jika tidak diungkapkan. Daftar tersebut menunjukkan
tinggi atau rendah informasi pengungkapan tentang emisi karbon yang dilakukan oleh perusahaan.
Total pengungkapan emisi karbon akan diukur menggunakan indeks dengan rumus sebagai berikut:

_ Item yang diungkapkan 0
CED Total item berdasarkan CDP x 100% 1)

Penelitian ini menggunakan dua variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan dan usia perusahaan.
Ukuran perusahaan diukur menggunakan logaritma natural total aset perusahaan dan usia perusahaan
diukur dari lama perusahaan sejak berdiri sampai dengan tahun penelitian.

Untuk menguji hipotesis, penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda. Sebelum
itu, peneliti juga menyajikan statistik deskriptif untuk menggambarkan informasi dasar perusahaan
dan informasi jumlah pengungkapan item emisi karbon dari sampel penelitian. Kemudian, peneliti
juga melakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas dan uji multikolineritas. Secara
sistematis persamaan regresi penelitian dapat dibuat sebagai berikut:

CED = a + B,FOWN + B SZEC + B AGEC + e (2)

Keterangan:

a : Konstanta

FOWN : Kepemilikan keluarga

SZEC : Ukuran Perusahaan

AGEC : Usia perusahaan

CED : Luas pengungkapan emisi karbon

e : error
Independen Dependen
K%)elmilikan > Carbon Emission

enarga 7' Disclosure

Kontrol

Ukuran Perusahaan

Usia Perusahaan

Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian
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Tabel 1. Daftar Pengungkapan Emisi Karbon

Kategori Item Keterangan
Perubahan iklim: CCl Penilaian/deskripsi terhadap risiko (peraturan/regulasi baik khusus maupun
Resiko dan Peluang umum) yang berkaitan dengan perubahan iklim dan tindakan yang diambil
untuk mengelola risiko tersebut.
CC2  Penilaian/deskripsi saat ini (dan masa depan) dari implikasi keuangan,
bisnis dan peluang dari perubahan iklim
Emisi gas rumah kaca GHGI1  Deskripsi metodologi yang digunakan untuk menghitung emisi gas rumah
(GHG/Greehouse Gas) kaca (misal protocol GRK atau ISO).
GHG2 Keberadaan verifikasi eksternal terhadap penghitungan kuantitas emisi
GRK oleh siapa dan atas dasar apa
GHG3  Total emisi gas rumah kaca (metrik ton COZ2-e) yang dihasilkan
GHG4  Pengungkapan lingkup 1 dan 2, atau 3 emisi GRK langsung
GHG5  Pengungkapan emisi GRK berdasarkan asal atau sumbernya (misal: batu
bara, listrik, dIL.).
GHG6  Pengungkapan emisi GRK menurut fasilitas atau tingkat segmen
GHG7  Perbandingan emisi GRK dengan tahun-tahun sebelumnya
Konsumsi Energi (£C/ EC1  Jumlah energi yang dikonsumsi (misalnya terajoule atau Petajoule).
Energy Consumption)
EC2 Penghitungan energi yang digunakan dari sumber daya yang dapat diper-
baharui
EC3 Pengungkapan menurut jenis, fasilitas atau segmen
Pengurangan Gas RC1  Perincian dari rencana atau strategi untuk mengurangi emisi GRK
Rumah Kaca dan Biaya
(RCReduction and RC2  Perincian dari tingkat target pengurangan emisi GRK saat ini dan target
Cosi) pengurangan emisi
RC3  Pengurangan emisi dan biaya atau tabungan (costs or savings) yang dicapai
saat ini sebagai akibat dari rencana pengurangan emisi.
RC4  Biaya emisi masa depan yang diperhitungkan dalam perencanaan belanja
modal (capital expenditure planning)
Akuntabilitas Emisi ACCl1  Indikasi bahwa dewan komite (atau badan eksekutif lainnya) memiliki tang-
Karbon (AEC/ gung atas tindakan yang berkaitan dengan perubahan iklim.
Accountability of
Emission Carbon)
ACC2  Deskripsi mekanisme bahwa dewan (atau badan eksekutif lainnya) me-

ninjau perkembangan perusahaan yang berhubungan dengan perubahan
iklim.

Sumber : Choi dkk., 2013.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan statistik deskriptif yang disajikan pada Tabel 2, didapat informasi bahwa dari 46
sampel perusahaan, rata-rata kepemilikan keluarga melalui saham di perusahaan sebesar 53,31%.
Nilai terendahnya adalah 3,51% dan nilai tertingginya adalah 99%. Pengungkapan emisi karbon
perusahaan rata-rata bernilai 0,30. Nilai terendahnya adalah 0,11 dan nilai tertingginya adalah 0,83.
Ukuran perusahaan yang diukur menggunakan logaritma natural total aset rata-rata bernilai 22,52.
Nilai terendahnya adalah 17,31 dan nilai tertingginya adalah 28,63. Usia perusahaan rata-rata berusia
24 tahun. Usia termudanya adalah 2 tahun dan usia tertuanya adalah 45 tahun.

Statistik Deskriptif

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 3, didapat informasi bahwa item pengungkapan
terbanyak dari sampel penelitian yaitu informasi akuntabilitas emisi karbon (ACC1 dan ACC2)
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Tabel 2. Statistik Deskriptif

Minimal Maksimal Rata-rata Standar Deviasi

Kepemilikan Keluarga 3,51 99,00 53,31 25,15
Carbon Emission Disclosure 0,11 0,83 0,30 0,18
Ukuran Perusahaan 17,31 28,63 22,53 3,82
Usia Perusahaan 2,00 45,00 24,26 10,96

N 46

sebanyak 42 pengungkapan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dewan eksekutif perusahaan
(direksi dan komisaris) telah memahami akan tanggung jawab perusahaan terhadap perubahan
iklim dan aktifitas operasional perusahaan yang dapat berdampak terhadap perubahan iklim. Item
pengungkapan terendah dari sampel penelitian yaitu informasi konsumsi energi (EC1 dan EC2)
dan informasi biaya pengurangan emisi masa depan perusahaan (RC4) sebanyak 2 pengungkapan.
Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan pertambangan cenderung tidak transparan terhadap
sumber daya yang telah digunakan perusahaan dalam aktifitas operasionalnya. Informasi penggunaan
sumber daya penting untuk mengetahui apakah perusahaan telah menggunakan sumber daya yang
ramah terhadap lingkungan atau tidak. Perusahaan pertambangan juga tidak transparan terhadap
biaya masa depan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan untuk menangani emisi karbon yang
dihasilkan perusahaan.
Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji normalitas dan uji

multikolinieritas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam metode regresi, variabel yang
diuji memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011). Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan
Kolmogorov-Smirnov. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,2 (>0,05),
maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. Uji multikolonieritas bertujuan untuk
menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2011). Hasil
pengujian menunjukkan bahwa nilai VIF semua variabel tidak ada yang bernilai lebih dari 5 (lihat
Tabel 4), maka dapat disimpulkan model terbebas dari multikolonieritas.
Uji F

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 5, model regresi memiliki nilai signifikansi sebesar I <
0,05. Berarti secara simultan variabel kepemilikan keluarga, ukuran perusahaan dan usia perusahaan

berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.
Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 6, model regresi sebelum memasukkan variabel
kontrol memiliki nilai adjusted R Square sebesar 28,9%. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel
kepemilikan keluarga dapat menjelaskan variasi pengungkapan emisi karbon sebesar nilai adjusted
R Square. Model regresi setelah memasukkan variabel kontrol memiliki nilai adjusted R Square
sebesar 31,8%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan keluarga, ukuran perusahaam
dan usia perusahaan dapat menjelaskan variasi pengungkapan emisi karbon sebesar nilai adjusted
R Square. Perbandingan nilai koefisien diterminasi sebelum dan sesudah memasukkan variabel
kontrol menunjukkan adanya peningkatan nilai adjusted R Square. Hal tersebut menunjukan bahwa
variabel kontrol yang digunakan dapat memperbaiki model penelitian untuk menjelaskan variasi
pengungakapan emisi karbon.

Uji Koefisien Regresi
Berdasarkan persamaan regresi di Tabel 7, hasil persamaan dapat disajikan sebagai berikut:

CED = 0,684 - (0,004) - (0,011) + 0,002 + e

Uji koefesien regresi yang disajikan pada Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai signifikansi
variabel kepemilikan keluarga sebesar p < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan keluarga
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon, sehingga hipotesis yang
menyatakan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap pengungkapan emsisi karbon tidak
dapat ditolak. Hasil tersebut bertentangan dengan penelitian Kalu dkk. (2016) yang menemukan
bahwa struktur kepemilikan baik terkonsentrasi maupun tersebar tidak berpengaruh signifikan
terhadap pengungkapan emisi karbon. Perbedaan hasil penelitian dengan Kalu dkk. (2016) dapat
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Tabel 3. Indikator Pengungkapan Emisi Karbon

Item Keterangan Jumlah Pengungkapan

CCl1 Penilaian/deskripsi terhadap risiko (peraturan/regulasi baik khusus 40
maupun umum) yang berkaitan dengan perubahan iklim dan tinda-
kan yang diambil untuk mengelola risiko tersebut.

CC2 Penilaian/deskripsi saat ini (dan masa depan) dari implikasi keuan- 38
gan, bisnis dan peluang dari perubahan iklim

GHGI1 Deskripsi metodologi yang digunakan untuk menghitung emisi gas 20
rumah kaca (misal protocol GRK atau ISO).

GHG2  Keberadaan verifikasi eksternal terhadap penghitungan kuantitas 4
emisi GRK oleh siapa dan atas dasar apa

GHG3  Total emisi gas rumah kaca (metrik ton CO2-e) yang dihasilkan
GHG4  Pengungkapan lingkup 1 dan 2, atau 3 emisi GRK langsung

GHG5  Pengungkapan emisi GRK berdasarkan asal atau sumbernya (misal:
batu bara, listrik, dIL).

GHG6  Pengungkapan emisi GRK menurut fasilitas atau tingkat segmen 6

GHG7  Perbandingan emisi GRK dengan tahun-tahun sebelumnya

EC1 Jumlah energi yang dikonsumsi (misalnya terajoule atau Peta-joule).

EC2 Penghitungan energi yang digunakan dari sumber daya yang dapat 2
diperbaharui

EC3 Pengungkapan menurut jenis, fasilitas atau segmen 2

RC1 Perincian dari rencana atau strategi untuk mengurangi emisi GRK 12

RC2 Perincian dari tingkat target pengurangan emisi GRK saat ini dan 10

target pengurangan emisi

RC3 Pengurangan emisi dan biaya atau tabungan (costs or savings) yang 6
dicapai saat ini sebagai akibat dari rencana pengurangan emisi.

RC4 Biaya emisi masa depan yang diperhitungkan dalam perencanaan 2
belanja modal (capital expenditure planning)

ACC1 Indikasi bahwa dewan komite (atau badan eksekutif lainnya) memi- 42
liki tanggung atas tindakan yang berkaitan dengan perubahan iklim.

ACC2 Deskripsi mekanisme bahwa dewan (atau badan eksekutif lainnya) 42
meninjau perkembangan perusahaan yang berhubungan dengan
perubahan iklim.

Tabel 4. Uji Multikolinieritas

Variabel Statistik Koleniaritas
Toleransi VIF
Kepemilikikan Keluarga 0,977 1,023
Ukuran Perusahaan 0,946 1,057
Usia Perusahaan 0,943 1,061
Tabel 5. Uji F
Uji Signifikansi F o =5% Hasil Kesimpulan

0,000 0,05 Sig. f <0,05 Berpengaruh secara simultan
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Tabel 6. Koefisien Determinasi Sebelum dan Sesudah Memasukkan Variabel Kontrol

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
Sebelum 0,552 0,304 0,289 0,15060
Sesudah 0,603 0,364 0,318 0,14745

Tabel 7. Uji Koefisien Regresi

Unstandardized Standardized
Model B Coefficients Coefficients t Sig.
Std. Error Beta
1 (Constant) .684 139 4.931 .000
Kepemilikan Keluarga -.004 .001 -518 -4.156 .000
Ukuran Perusahaan -011 .006 -233 -1.842 .073
Usia Perusahaan .002 .002 139 1.095 280

terjadi karena peneliti mengkombinasikan tiga struktur kepemilikan perusahaan yaitu pemegang
saham mayoritas, minoritas, dan tiga pemegang saham terbesar. Kombinasi tersebut dilakukan
berdasarkan definisi perusahaan keluarga yang menyatakan bahwa suatu perusahaan dapat disebut
sebagai perusahaan keluarga jika terdapat anggota keluarga aktif di perusahaan sebagai pemilik
melalui kepemilikan saham (Block dan Wagner, 2013; Chau dan Gray, 2010; Gallo dan Sveen, 1991).
Berdasarkan definisi tersebut perusahaan keluarga tidak hanya melihat keluarga sebagai pemegang
saham mayoritas saja. Kombinasi tersebut memungkinkan terjadi bias prinsip antar pemegang saham
yang dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan terkait motivasi kebijakan pengungkapan informasi
sukarela dari pemilik perusahaan, karena Oh dkk. (2011) berargumen bahwa pemegang saham
yang berbeda memiliki motivasi yang berbeda terhadap pengungkapan informasi non keuangan.
Namun, hasil tersebut sejalan dengan penelitian Gonzalez-Gonzalez dan Zamora-Ramirez (2016)
bahwa perusahaan yang memiliki struktur kepemilikan yang terkonsentrasi memiliki pengaruh
yang signifikan dan negatif terhadap pengungkapan. Perusahaan keluarga merupakan perusahaan
yang secara umum merupakan jenis kepemilikan yang terkonsentrasi dimana hanya terdapat sedikit
pemegang saham yang memiliki proporsi kepemilikan yang besar yang juga merupakan pengendali
perusahaan. Namun, pada kondisi tertentu dapat ditemui perusahaan yang dimiliki oleh keluarga
dengan kepemilikan saham yang kecil dan tersebar namun pengendali perusahaan tetap dipegang
oleh keluarga.

Pada perusahaan yang dimiliki oleh keluarga, pemangku kepentingan utama (pemegang saham,
manajemen perusahaan) cenderung berada di pihak keluarga itu sendiri. Hal ini sesuai dengan teori
sosioemotional wealth (Gomez-Mejia dkk. 2007) yang mengatakan bahwa perusahaan yang dimiliki
oleh keluarga cenderung akan mempertahan pengaruhnya di perusahaan. Salah satu cara yang
dilakukan yaitu dengan memiliki saham perusahaan atau menempatkan orang kepercayaan atau
pemegang saham utama itu sendiri pada jajaran manajerial (Husnan, 2001). Argumentasi tersebut
didukung statistik deskriptif penelitian ini, yaitu perusahaan pertambangan di Indonesia mempunyai
rata-rata kepemilikan saham oleh keluarga di atas 50%, sehingga dapat dikatakan bahwa keluarga
mempunyai kendali atas perusahaan. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/
PBI/2010 Tahun 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (#i¢ And Proper Tes/) mendefinisikan
pemegang saham pengendali adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok
usaha yang memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% atau lebih dari jumlah saham yang
dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari
25% dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun dapat melakukan
pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung (pasal 1). Kondisi
tersebut membuat keluarga sebagai pengendali perusahaan memandang tindakan menyamakan
prinsip agar diterima oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lain menjadi tidak terlalu relevan,
karena pemangku kepentingan utama (misalnya pemegang saham) merupakan keluarga sendiri.
Kemudian, kondisi tersebut juga memberikan kesempatan kepada keluarga sebagai pengendali
untuk mengakses langsung informasi keuangan maaupun informasi non keuangan perusahaan (Chau
dan Gray, 2010). Kesempatan tersebut membuat keluarga tidak membutuhkan pengungkapan yang
komprehensif pada topik emisi karbon.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan saham oleh keluarga di
perusahaan, maka semakin besar pengendalian keluarga di perusahaan. Hal tersebut akan mempengaruhi
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kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan pengungkapan. Pada perusahaan pertambangan di Indonesia,
hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika keluarga adalah pengendali perusahaan melalui kepemilikan
saham, maka informasi mengenai emisi karbon cenderung tidak diungkapkan secara komprehensif.
Berdasarkan data pada Tabel 3, perusahaan pertambangan yang dimiliki oleh keluarga cenderung tidak
transparan atas informasi aktivitas operasional dan dampak emisi karbon yang dihasilkan. Hanya terdapat
sedikit item pengungkapan yang diungkapan secara mayoritas oleh perusahan pertambangan yang
dimiliki oleh keluarga. Hal tersebut terjadi karena pemilik perusahaan adalah pihak yang dapat terlibat
langsung dalam aktivitas perusahaan. Keterlibatan pemilik menjadikan informasi-informasi non keuangan
mudah didapatkan sehingga pengungkapan yang komprehensif sebagai mekanisme kontrol menjadi tidak
dibutuhkan (Ho dan Wong, 2001).

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori sosioemotional wealthyang mengatakan bahwa pengungkapan
informasi sukarela pada perusahaan keluarga akan berada pada tingkat yang rendah karena perusahaan
keluarga memiliki tingkat asimetri informasi yang rendah, tuntutan dari pemangku kepentingan yang
sedikit dan kekhawatiran akan mengganggu keuangan perusahaan sehingga perusahaan keluarga
menjadi kurang responsif terhadap permintaan pengungkapan dari pemangku kepentingan dan lebih
mengutamakan kepentingan keluarga di perusahaan (Gomez-Mejia dkk., 2007; Kim dkk., 2017; Muttakin
dan Khan, 2014). Goodland (2012) menyatakan bahwa perusahaan pertambangan sering menghancurkan
lingkungan masyarakat serta ekosistem dan hampir terjadi di seluruh dunia. Bagi perusahaan keluarga,
pelaksanaan dan pengungkapan emisi karbon yang komprehensif berarti akan meningkatkan biaya yang
harus dikeluarkan. Gomez-Mejia dkk. (2007) berargumen bahwa perusahaan keluarga akan berusaha
menjaga perusahaan dari risiko kinerja keuangan jangka panjang. Upaya yang dilakukan oleh perusahaan
yaitu mengurangi pelaksanaan dan pengungkapan informasi sukarela walaupun terjadi peningkatan
permintaan dari masyarakat dan pemangku kepentingan lain. Hal tersebut sejalan dengan argumen yang
menyatakan bahwa ketika keluarga sebagai pemegang saham pengendali, kebutuhan akan pengungkapan
yang komprehensif akan rendah, sehingga pemilik kurang responsif terhadap harapan masyarakat dan
pemangku kepentingan lain sehingga tingkat pelaporan bersifat negatif (Kim dkk., 2017).

Peneliti juga berargumen bahwa perusahaan pertambangan yang dimiliki oleh keluarga cenderung
tidak mengungkapkan informasi emisi karbon secara komprehensif karena belum adanya regulasi dari
pemerintah yang mewajibkan pengungkapan tersebut. Regulasi bisa menjadi standar yang dapat digunakan
oleh perusahaan-perusahaan mengenai hal-hal material yang harus diungkapkan. Tidak adanya regulasi
berarti hal-hal material mungkin tidak akan diperhatikan, padahal perusahaan pertambangan adalah salah
satu industri yang banyak menggunakan bahan bakar fosil yang bisa meningkatkan efek gas rumah kaca.
Perusahaan keluarga juga memandang aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan sosial dan lingkungan
berserta pelaporannya merupakan sumber biaya dan tidak dilihat sebagai peluang, sehingga perusahaan
lebih tertarik pada profitabilitas dan kinerja keuangan daripada aspek sosial dan lingkungan (Déniz dan
Suarez, 2005).

SIMPULAN

Indonesia telah berkomitmen untuk ikut serta pada program pengurangan gas rumah kaca dengan
mengeluarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2004. Komitmen tersebut tidak serta-merta mendorong
kepedulian perusahaan untuk mengungkapkan informasi terkait emisi karbon secara komprehensif. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak mengungkapkan informasi dengan cukup material
agar dapat dilihat dengan mudah jumlah konsumsi dan emisi yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa kepemilikan keluarga pada
perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2016 hingga 2017 berpengaruh negatif terhadap
pengungkapan emisi karbon. Informasi mengenai emisi karbon yang dihasilkan perusahaan pertambangan
tidak komprehensif. Kebaharuan penelitian ini yaitu mengisi gap dari penelitian sebelumnya yang belum
banyak membahas faktor struktur kepemilikan terutama kepemilikan keluarga sebagai variabel yang dapat
memengaruhi motivasi perusahaan untuk mengungkapkan emisi karbon.

Keterbatasan penelitian ini yaitu pada proses identifikasi apakah sebuah perusahaan dapat
diklasifikasikan sebagai perusahaan keluarga atau tidak, karena tidak semua laporan tahunan menyajikan
informasi kepemilikan keluarga dengan jelas, sehingga dimungkinkan terdapat perusahaan yang sebenarnya
dimiliki oleh keluarga tetapi tidak terindentifikasi karena keterbatasan informasi. Penelitian selanjutnya dapat
menguji variabel struktur kepemilikan yang lain seperti kepemilikan pemerintah, kepemilikan manajerial,
kepemilikan asing, dan lain-ain karena kepemilikan yang berbeda memungkinkan memiliki motivasi yang
berbeda terhadap pengungkapan. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa perusahaan pertambangan
keluarga cenderung tidak mengungkapkan informasi mengenai emisi karbon yang dihasilkan perusahaan
secara komprehensif, sehingga diperlukan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan

pengungkapan.
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um004v7i12020p23 Abstrak

Pertukaran informasi sudah mulai dilakukan sejak tahun 1926 dan terus mengalami perubahan serta
penyempurnaan ke arah yang lebih baik. Pertukaran informasi pada awalnya masih memiliki keterbatasan
terkait kerahasiaan perbankan tetapi sekarang telah dilaksanakan secara otomatis. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis tren perkembangan yang terjadi terhadap penerapan transparansi perpajakan
berupa pertukaran informasi keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan
teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara
mendalam terhadap narasumber yakni pihak Direktorat Jenderal Pajak, konsultan pajak, dan akademisi.
Hasil penelitian menunjukkan tren yang terjadi di dalam rezim perpajakan telah mengarah kepada era
keterbukaan informasi dalam bentuk transparansi perpajakan namun beberapa kendala ditemukan
yakni sumber daya manusia belum kompeten, infrastruktur belum memadai, belum adanya sistem audit
terhadap informasi yang dipertukarkan, kerahasiaan perbankan, dan masih minimnya perlindungan
terhadap hak-hak wajib pajak.

Kata Kunci: hak wajib pajak; pertukaran informasi; transparansi perpajakan

PENDAHULUAN

Salah satu manfaat dari adanya globalisasi yakni dapat membawa perekonomian menjadi lebih
dekat (Mcgee,2004). Halini dibuktikan dengan semakin meningkatnya transaksi yang terjadi antar
negarayang banyak dilakukan oleh para pelaku bisnis sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi
otoritas pajak dalam menerapkan aturan perpajakan yang ada (Oguttu, 2014). Kebijakan masing-
masing negara dalam memberikan tarif pajak berbeda-beda. Aktivitas ini dapat dijadikan sebagai
peluangoleh para pelaku bisnis untuk melakukan praktik international tax avoidance atauaggressive
tax planning, khususnya terhadap negara-negara yang menetapkan tarif pajaknya rendah atau bahkan
sampai dengan 0%, yang sering disebut sebagai negara surga pajak (tax haven country). Zucman
(2013) menyatakan bahwa 8% dari kekayaan individu di dunia (senilai US$ 6 triliun) ditanamkan
di negara-negara surga pajak. Dalam rangka memberantas praktik international tax avoidance
atau aggressive tax planning yang dilakukan oleh para pelaku bisnis, Orémnisation for Economic
Co-operation and Development (OECD), beserta negara-negara anggota Group of Twenty (G-20)
sepakat menjadi pelopor untuk menerapkan transparansi perpajakan berupa pertukaran informasi
secara otomatis. Menurut Hernandez (2005), penggelapan pajak (tax evasiorg atau penghindaran
pajak (tax avoidance) menjadi salah satu aspek yang paling penting dalam mendesain kebijakan

Cara mengutip: Rifan, D. F. (2020). Analisis penerapan transparansi perpajakan berupa pertukaran informasi keuangan. Jurnal
Akuntansi Aktual. 7(1), 23-30.
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pajak (tax policy). Pengadopsian secara luas dan pelaksanaan secara cepat Base Erosion and Profit
Shifting (BEPS) yang diusung oleh OECD dan standar pertukaran informasi yang ditetapkan oleh
Forum Global OECD terkait transparansi perpajakan merupakan prioritas dari G-20 untuk mencegah
terjadinya penghindaran dan penggelapan pajak (Finley, 2016). Hal ini dibuktikan dengan para
menteri keuangan dari Inggris, Jerman, Perancis, Italia, dan Spanyol yang menulis kepada rekan-rekan
G-20 pada tanggal 14 April untuk mendesak kemajuan lebih lanjut ke arah pertukaran informasi yang
global (Goodall, 2016).

Indonesia merupakan salah satu anggota dari G-20. Oleh sebab itu, Indonesia memiliki peranan
aktif dalam menerapkan pertukaran informasi secara otomatis atau yang sering disebut dengan
Automatic Exchange of Information (AEol). Semenjak adanya reformasi perpajakan yang ditandai
dengan dikeluarkannya undang-undang perpajakan tahun 1983, sistem perpajakan di Indonesia
berubah dari official assessment menjadi self assessment. Dengan adanya self assessment, wajib pajak
memiliki hak dan kewajiban baik dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah
kewajiban perpajakannya. Se/f assessment sebagai teknik pelaporan pajak yang dilakukan oleh wajib
pajak merupakan standar untuk pengumpulan informasi pajak yang relevan di seluruh dunia. Dengan
diberlakukannya mekanisme ini, maka sebagian besar fakta berada di tangan wajib pajak karena
berdasarkan kejujuran dari mereka sendiri. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya pelanggaran
yang dilakukan oleh wajib pajak terhadap penyampaian informasi untuk tujuan perpajakan, maka
dibutuhkan penerapan transparansi perpajakan berupa pertukaran informasi sebagai alat untuk
otoritas pajak melakukan cross check atas informasi yang telah tersedia.

Penerapan transparansi perpajakan ini sebenarnya sudah lama dirintis, tetapi menemui kendala
dengan adanya aturan terkait kerahasiaan perbankan. Negara-negara yang tergabung dalam G-20
pada tahun 2009 mendeklarasikan komitmen bersama untuk mengakhiri era kerahasiaan bank
untuk tujuan perpajakan. Tahun berikutnya, salah satu hasil sidang di dalam pertemuan G-20 yang
diadakan di Toronto Kanada adalah pengenaan sanksi atau pemberian tekanan bagi negara-negara
yang tidak mau bekerja sama dalam perjanjian transparansi perpajakan dan pertukaran informasi
(Nelson, 2010). Pada tahun yang sama, Amerika Serikat juga menerbitkan aturan domestik mengenai
penerapan transparansi perpajakan, Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Pada tahun
2014, anggota G-20 dan OECD menyetujui Common Reporting Standard (CRS) yang diliris oleh
OECD sebagai instrumen pertukaran informasi keuangan secara otomatis. Standar ini menggantikan
standar pertukaran informasi yang sebelumnya berupa pertukaran informasi berdasarkan permintaan.
Standar baru ini mewajibkan lembaga jasa keuangan untuk melaporkan informasi akun keuangan
berupa rekening keuangan yang dimiliki oleh wajib pajak luar negeri kepada otoritas perpajakan
negara domisili.

Indonesia bersama dengan Competent Authority dari Australia, Kanada, Chili, Kosta Rika,
India, dan Selandia Baru telah menandatangani Multilateral Competent Authority Agreement
(MCAA) pada tanggal 3 Juni 2015. MCAA merupakan instrumen multilateral yang memfasilitasi
pelaksanaan pertukaran informasi secara otomatis dengan menggunakan CRS berdasarkan pasal 6
dari Convention on Mutual Administrative Assistance in 1ax Matters yang ditandatangani Indonesia
pada tanggal 3 November 2011 dan telah disahkan juga melalui penerbitan Peraturan Presiden
Nomor 159 tahun 2014. Indonesia mulai menerapkan transparansi perpajakan berupa pertukaran
informasi keuangan secara otomatis ini di tahun 2018. Dalam rangka menuju ke tahap tersebut,
Indonesia memberlakukan amnesti pajak di tahun 2016. Amnesti pajak memungkinkan wajib pajak
untuk menyatakan pajak yang belum dibayar di masa lampau dan membayar sejumlah nominal yang
ditetapkan dalam hal pengampunan dari tuntutan dan hukuman yang dapat dikenakan akibat masa
lampau (Urinov, 2015). Amnesti pajak dapat berfungsi sebagai jembatan transisi yang dapat dilakukan
pemerintah dalam melakukan transisi dari rezim perpajakan yang lama ke rezim perpajakan yang
baru untuk menghadapi era keterbukaan informasi keuangan nantinya (Urinov, 2015).

Untuk dapat memperkuat landasan hukum terkait pertukaran informasi perpajakan serta
memastikan FATCA dan CRS dapat diimplementasikan di Indonesia dengan efektif, maka
pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan PMK-60/PMK.03/2014 tentang
Tata Cara Pertukaran Informasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK-39/PMK.03/2017
(Kementerian Keuangan, 2017). Peraturan ini didasarkan pada pasal 32A Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Selain itu, untuk mendukung
terlaksananya penerapan transparansi perpajakan ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan
Peraturan OJK Nomor 25/POJK.03/2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing terkait
Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. Meskipun pemerintah telah menerbitkan
aturan ini, masih banyak kendala yang dihadapi dalam penerapan transparansi perpajakan yakni
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kerahasiaan perbankan. Oleh sebab itu, dibutuhkan koordinasi dengan pihak lain seperti OJK untuk
dapat memberikan otoritas dalam membuka akses informasi perbankan. Selain itu, landasan hukum
yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan hukum bagi wajib pajak atas informasi yang
dipertukarkan juga dibutuhkan. Nergelius (2015) menyatakan bahwa poin penting dari perlindungan
data bukan hanya tentang kerahasiaan data yang dikumpulkan dan ditukarkan, melainkan informasi
tersebut harus tetap terjaga kerahasiaannya dan hanya pihak-pihak yang memperoleh otorisasi yang
dapat mengakses informasi tersebut.

Amerika Serikat merupakan negara pelopor dalam penerapan transparansi perpajakan, yakni
dengan dikeluarkannya FATCA pada tahun 2010. Aturan ini mewajibkan lembaga jasa keuangan
di seluruh dunia untuk memberikan informasi terkait wajib pajak Amerika Serikat yang memiliki
rekening di lembaga jasa keuangan suatu negara kepada otoritas pajak Amerika Serikat. Jika aturan
ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi. Indonesia mulai menerapkan FATCA pada
September 2016. FATCA yang dikeluarkan oleh Amerika dan CRS yang dikeluarkan oleh OECD
memiliki tujuan yang sama yakni memberantas terjadinya praktik penghindaran dan penggelapan
pajak melalui penerapan transparansi perpajakan berupa pertukaran informasi. FATCA bersifat
unilateral sedangkan CRS bersifat multilateral. Banyak negara yang sudah semakin peduli dengan
maraknya isu profit shiffting yang dilakukan oleh para pelaku bisnis ke negara-negara dengan tarif
pajak yang rendah atau bahkan sampai dengan 0%. Penelitian ini mengangkat fenomena tersebut
sebagai bahan penelitian yang akan digunakan untuk melakukan analisis terhadap tren perkembangan
pertukaran informasi di dunia maupun di Indonesia. Fenomena ini menyebabkan banyaknya tren yang
bermunculan dalam pengajuan mekanisme pertukaran informasi keuangan ini sebelum pertukaran
tersebut benar-benar dilaksanakan. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren
perkembangan pertukaran informasi keuangan di Indonesia dan dunia.

Penelitian mengenai pertukaran informasi memang sudah cukup banyak dilakukan, tetapi
belum ada penelitian yang menganalisis tren perkembangan pertukaran informasi sejak tahun 1926
sampai dengan sekarang. Hal ini perlu dilakukan karena model yang diterapkan selalu berkembang
dan berubah untuk penyempurnaan ke arah yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan para pengguna
informasi keuangan. Selain itu, Indonesia menerapkan transparansi perpajakan berupa pertukaran
informasi keuangan secara otomatis sehingga dibutuhkan model pertukaran informasi keuangan
secara otomatis yang dapat berjalan secara efektif. Penelitian ini menganalisis tren perkembangan
pertukaran informasi keuangan yang ada di dunia sehingga dapat menjadi referensi untuk model
pertukaran informasi keuangan secara otomatis di Indonesia.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Falasif (2011)
adalah pembahasan mengenai kebijakan pertukaran informasi (exchange of information).
Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian tersebut berfokus kepada peranan kebijakan
pertukaran informasi dalam upaya menangkal praktik penghindaran pajak melalui skema #ansfer
pricing, terutama pertukaran informasi berdasarkan permintaan. Penelitian ini lebih berfokus pada
tren dari perkembangan penerapan transparansi perpajakan berupa pertukaran informasi keuangan
secara otomatis di dunia, khususnya di negara-negara berkembang dan Indonesia.

METODE

Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Pemilihan
jenis ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian ini akan menggambarkan dan menganalisis
tren dari perkembangan penerapan pertukaran informasi keuangan di dunia dan juga di Indonesia.
Penelitian ini menguraikan pengetahuan dan informasi seputar tren perkembangan pertukaran
informasi keuangan secara otomatis yang diterapkan di dunia mulai tahun 2017 dan di Indonesia
pada tahun 2018. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan atau menjelaskan mengenai data yang
diperoleh tetapi juga menganalisis dan menginterpretasikan data dari hasil wawancara dan kajian
pustaka yang dilakukan. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data primer
dan sekunder.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini melakukan studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi lapangan dilakukan
dengan cara wawancara mendalam (in-depth interview) ke para partisipan yang berasal dari Direktorat
Jenderal Pajak yaitu staf bagian pertukaran informasi perpajakan internasional dan pelaksana bagian
transfer pricing dan transaksi khusus lainnya, praktisi konsultan pajak yaitu Senior Manager of Tax
Compliance and Ligitation Services Danny Darussalam 7ax Center, dan akademisi dari dosen
Perpajakan Universitas Indonesia.
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Metode Analisis Data

Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan alasan sebagai berikut:
(1) Penelitian bersifat naturalistik karena mempelajari objek secara apa adanya tanpa bermaksud
melakukan manipulasi ataupun intervensi. (2) Analisis dilakukan secara induktif dengan cara
mendalami data untuk menemukan dimensi dan hubungan yang penting. (3) Pengumpulan data lebih
bersifat fleksibel dan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kebutuhan. (4) Data yang tersedia
bersifat kualitatif dan kutipan langsung berupa ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan.

Menurut Mack, Woodsong, MacQueen, Guest, dan Namey (2005), metode umum yang
digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh data yakni participant observation, in-depth
interview, dan focus group. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi
pustaka atas bahan-bahan literatur serta peraturan terkait. Selain itu, penelitian ini mewawancara
mendalam ahli serta orang-orang yang terlibat langsung dalam pembuatan dan pelaksanaan
kebijakan yaitu Direktorat Jenderal Pajak bagian Direktorat Perpajakan Internasional serta Direktorat
Pemeriksaan dan Penagihan, konsultan pajak dan juga akademisi. Hasil wawancara dan /Zterature
review kemudian dianalisis sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 1926-1927, terdapat empat model freaties on double taxation yang terdiri dari
dua model terkait penghindaran pajak (fax avoidance) dan dua model lainnya terkait penggelapan
pajak (tax evasion). Pada dua dekade selanjutnya, Organisation for European Economic Cooperation
(OEEC) didirikan yang merupakan cikal bakal dari OECD yang dibentuk tahun 1961. Pada tahun
1958-1963, tim fiskal dari OEEC/OECD mengajukan series model article terkait pertukaran informasi
untuk tujuan perpajakan. Pada tahun 1963, OECD menerbitkan versi pertama dari Mode!/ of
Double Taxation Convention on Income and Capital dilengkapi dengan Commentary untuk setiap
artikelnya. Pertukaran informasi diatur di Artic/e 26. Pada tahun 1977, OECD merilis versi baru dari
Convention Model dan melakukan pembaharuan atas penjelasannya. Terdapat tiga cara berbeda
dalam melakukan pertukaran informasi, yaitu melalui permintaan, spontan, dan otomatis. Konsep ini
berlaku untuk semua pajak yang dikenakan oleh Confracting State dan tidak hanya untuk pajak yang
dilindungi oleh Convention. Sejumlah besar pertukaran informasi secara otomatis untuk kategori
dari data-data tertentu telah terjadi selama puluhan tahun. Pada tahun 2008, 2010, dan 2014 OECD
melakukan pembaruan terhadap Convention Modeltetapi Article 26 berikut penjelasan yang relevan
mengenai artikel tersebut juga berubah secara signifikan.

Sampai saat ini, pertukaran informasi keuangan yang dilakukan dalam rangka mengurangi
praktik penghindaran dan penggelapan pajak adalah pertukaran informasi berdasarkan permintaan.
Informasi yang diperoleh dari negara mitra digunakan untuk melengkapi informasi yang telah
tersedia di dalam negeri. Jika di dalam negeri tidak ada informasi terkait wajib pajak, maka informasi
tersebut dapat dijadikan sebagai #iggerawal dalam menggali potensi pajak. Namun, pada praktiknya,
pertukaran informasi berdasarkan permintaan ini dinilai tidak cukup efektif dalam memberantas
praktik penghindaran pajak yang sudah semakin agresif dengan skema-skema yang semakin canggih.
Hal ini dikarenakan panjangnya prosedur administratif pertukaran informasi yang diperlukan. Oleh
sebab itu, OECD merekomendasikan kebijakan pertukaran informasi keuangan secara otomatis ini
untuk dapat diimplementasikan secara global.

Isu terkait kerahasiaan perbankan akan sangat erat kaitannya dalam penerapan pertukaran
informasi yang dilakukan antar negara atau oleh beberapa negara. Pada tahun 2000, OECD
meningkatkan perhatiannya terkait penyalahgunaan kerahasiaan dalam yurisdiksi asing yakni dengan
mengeluarkan laporan “/mproving Access to Bank Information for Tax Purposes’. Di laporan ini
dilakukan identifikasi terhadap sejumlah pengukuran yang digunakan untuk mencapai pertukaran
informasi yang efektif dan dikemukakan standar ideal untuk mengakses informasi bank. Perkembangan
yang dilakukan dalam penerapan transparansi perpajakan yakni berupa pertukaran informasi yang
ditandai dengan deklarasi komitmen untuk mengakhiri era kerahasiaan bank untuk tujuan perpajakan
oleh anggota G-20 pada tahun 2009. Selanjutnya pada tahun 2010, Amerika Serikat mengeluarkan
standar terkait pertukaran informasi, yaitu FATCA. Menurut Schneidman (2016), penerapan FATCA
belum juga efektif sampai dengan tahun 2014. Pada tanggal 15 Juli 2013, Dewan OECD menyetujui
CRS sebagai standar yang dibuat untuk melakukan pertukaran informasi keuangan secara otomatis.
Hal ini juga didukung oleh G-20 di September 2013 sehingga pada Februari 2014, anggota G-20 dan
OECD secara bersama-sama menyetujui CRS sebagai sebuah standar untuk menerapkan transparansi
perpajakan. OECD membuat sebuah standar terkait dengan pertukaran informasi keuangan secara
otomatis yang terbagi menjadi dua komponen, yaitu CRS dan MCAA. CRS berisi aturan untuk
pelaporan keuangan yang dikumpulkan oleh lembaga jasa keuangan. MCAA merupakan sebuah
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perjanjian yang di dalamnya mengatur tentang aturan terkait pertukaran informasi yakni berupa
jenis informasi yang dipertukarkan dan waku pelaksanaannya. Tahap selanjutnya yakni pada Juli
2014, OECD merilis versi lengkap dari standar AEol yang memuat Common Reporting Standard
Multilateral Competent Authority Agreement (CRS MCAA) dan di November 2014 anggota G-20
setuju untuk menggunakan CRS. Data yang diperoleh sampai dengan 28 Oktober 2016 menunjukkan
bahwa sudah terdapat 106 negara yang setuju untuk melakukan pertukaran informasi secara otomatis
dengan menandatangani sebuah konvensi yang bernama Multilateral Convention on Mutual
Administrative Assistance in Tax Matters.

Terdapat dua hal utama yang harus dibedakan terkait perlindungan hukum terhadap wajib pajak,
yaitu commercial secret dan bank secret. Commercial secret merupakan rahasia perusahaan, seperti
strategi perusahaan yang harus dilindungi dan tidak boleh diberikan kepada pihak lain dikarenakan
kompetisi bisnis. Bank secret merupakan kerahasiaan terkait identifikasi nama wajib pajak, seperti
saldo rekening wajib pajak. Jenis kerahasiaan ini tidak lagi dilindungi oleh pihak manapun karena jika
kerahasiaan bank ini masih dilindungi maka akan dapat mengganggu perekonomian negara.

OECD membagi hak-hak wajib pajak pada saat melakukan pertukaran informasi menjadi tiga
kategori, yaitu notification right, consultation right, intervention right. Notification rightmerupakan hak
untuk diberitahu mengenai permintaan terkait informasi dan konten-konten yang esensial walaupun
dalam standar internasional tidak terdapat ketentuan bahwa prosedur pemberitahuan ini harus
dilakukan terhadap wajib pajak. Prosedur pemberitahuan ini dapat dilakukan jika aturan domestik
di negara tersebut mengatur hal ini juga. Salah satu contoh negara yang telah menerapkan prosedur
pemberitahuan ini adalah Amerika Serikat. Consultation right merupakan hak untuk berpartisipasi
dalam proses pengumpulan informasi. /nfervention right hak untuk mengajukan banding dan untuk
mengontrol legitimasi dari permintaan informasi.

Pertukaran informasi keuangan dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya transaksi “cross
border” yang dilakukan banyak negara akibat skema penghindaran dan penggelapan pajak yang
semakin canggih dari sebelumnya dan lebih sulit untuk dilacak. Di dalam sebuah perjanjian pajak,
khususnya terkait dengan pertukaran informasi keuangan antara negara berkembang dan negara
maju, kemungkinan akan terjadi informasi asimetris dimana negara maju adalah pihak yang akan
lebih diuntungkan. Negara maju memiliki ketertarikan yang tinggi dalam hal melakukan pertukaran
informasi keuangan dengan negara-negara berkembang serta membutuhkan informasi lebih
banyak dibandingkan negara-negara berkembang. Hal ini mengakibatkan negara berkembang
akan mengeluarkan “biaya tambahan” atas penerapan pertukaran informasi keuangan tersebut.
Permasalahan yang dihadapi oleh negaranegara berkembang terkait penerapan transparansi
perpajakan berupa pertukaran informasi keuangan adalah kurangnya sumber daya manusia pada
saat pelaksanaan pertukaran informasi, infrastruktur yang belum memadai, dan belum adanya sistem
audit yang relevan untuk menangani permintaan informasi dari negara mitra. Untuk menghadapi
permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang tersebut, maka UN dan OECD telah
menawarkan beberapa solusi yang disajikan pada Tabel 1.

Keuntungan yang diperoleh negara berkembang atas penerapan pertukaran informasi dengan negara
maju adalah mencegah terjadinya penghindaran dan penggelapan pajak sehingga dapat menghalangi negara-
negara berkembang untuk melakukan kompetisi pajak yang tidak sehat yang salah satu caranya ialah dengan
membuat “tax heaven country’.

Tabel 1. Tantangan Pertukaran Informasi di Dunia

OECD Model UN Model Akademisi
Tantangan - - -
Solusi Kelemahan Solusi Kelemahan Solusi Kelemahan
Kurangnya Tax Sumber Daya Revenue Informasi Revenue Informasi
Sumber Daya  Inspectors Manusia Sharing sebagai Sharing dijadikan
Manusia yang without pindah ke Mechanism komoditas Mechanism sebagai
kompeten Borders  pihak konsultan komoditas
Belum adanya Revenue Informasi
infrastruktur Sharing sebagai
yang memadai Mechanism komoditas
Belum adanya Cross Kedaulatan
sistem audit Border Join suatu negara
atas pertukaran Tax Audit dapat
informasi terganggu

Sumber: Petruzzi dan Spies (2014)
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Negosiator negara berkembang harus memperhitungkan biaya-biaya tambahan yang mungkin
timbul akibat pelaksanaan prosedur pertukaran informasi yang dilakukan untuk menjaga keefektifan
pertukaran ketika membuat perjanjian pajak terkait penerapan pertukaran informasi. Selain itu,
negosiator negara berkembang harus dapat berargumentasi untuk memperoleh hak yang sesuai
dalam melakukan perjanjian pajak dengan negara maju. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan
bahwa negara maju pada saat pelaksanaannya akan selalu meminta informasi kepada negara-
negara berkembang sedangkan negara berkembang tidak memperoleh keuntungan sama sekali
atas pertukaran informasi tersebut sehingga negara berkembang hanya seperti bekerja untuk negara
maju. Berdasarkan data yang diperoleh sampai dengan September 2016, jumlah perjanjian pajak
yang dilakukan oleh Indonesia terhadap negara mitra berkaitan dengan pertukaran informasi yakni
sebanyak 65 tax treaty (Double Tax Avoidance Agreement), 6 TIEA, 94 Convention on Mutual
Administrative Assistance in Tax Matters, dan 80 MCAA.

Posisi Indonesia saat ini termasuk ke dalam kategori negara nonkooperatif dalam hal
mempersiapkan penerapan transparansi perpajakan berupa pertukaran informasi (lihat Tabel 2). Suatu
negara harus memenuhi setidaknya dua dari tiga kriteria berikut untuk dapat dikategorikan sebagai
negara kooperatif. Kriteria pertama yakni menandatangani Convention on Mutual Administrative
Assistance in Tax Matters. Kriteria kedua yakni memperoleh hasil /argely compliant atau compliant
pada saat dilakukan review terhadap pertukaran informasi berdasarkan permintaan. Kriteria ketiga
yakni komitmen untuk bertukar informasi tidak hanya sekedar komitmen semata melainkan di-assess.

Pada kriteria assessment ini dilihat apakah primary lawnya sudah meyakinkan atau belum.
Indonesia berada pada tahapan “partially complian?’ berdasarkan Peer Review Ratingsyang dilakukan
oleh Global Forum per 26 Juli 2016. Hal ini dikarenakan Indonesia hanya menandatangani bantuan
administratif bersama dalam bidang perpajakan (Convention on Mutual Administrative Assistance
in Tax Matters) sedangkan kriteria lainnya belum dipenuhi sehingga Indonesia termasuk ke dalam
kategori negara nonkooperatif. OECD (2006) mengklasifikasikan jenis pertukaran informasi menjadi
enam, yaitu on request, spontaneous, automatic, industty-wide, simultaneous, dan tax abroad.
Pertukaran informasi yang bisa dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang disajikan pada
Tabel 3.

Tabel 2. Posisi Indonesia dalam Persiapan Pertukaran Informasi

No Persyaratan menjadi negara kooperatif Indonesia

1  Negara telah menandatangani Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Terpenuhi
Matters

2 Hasil review yang dilakukan terhadap suatu negara atas pertukaran informasi berdasarkan ~ Belum Terpenuhi
permintaan mendapatkan rating largely compliant atau compliant

3 Primary law terkait pertukaran informasi dari suatu negara sudah meyakinkan Belum Terpenuhi
Sumber: Badan Kebijakan Fiskal (2016), telah diolah kembali.

Tabel 3. Bentuk Pertukaran Informasi di Indonesia

No. Jenis Pertukaran Informasi Penerapan di Indonesia Peraturan yang berlaku di

Indonesia
1 Pertukaran informasi berdasarkan permintaan A\
2 Pertukaran informasi secara spontan A% \%
3 Pertukaran informasi rutin atau otomatis \% \%
4 Industry-Wide Exchange of Information - -
5  Simultaneous Tax Examination - \%
6  Tax Examination Abroad - \%

Sumber: Kementerian Keuangan (2015)

Indonesia mengatur pertukaran informasi berdasarkan permintaan secara spontan, dan otomatis.
Cara pertukaran informasi melalui simu/taneousdan tax examination abroaddalam konteks internasional
pun masih jarang dilakukan. Indonesia sedang mempersiapkan dua poin utama yakni dari sisi regulasi
dan sisi IT dalam menghadapi era transparansi perpajakan. Selain itu, salah satu langkah yang telah
dilakukan adalah dengan melakukan amnesti pajak pada tahun 2016. Tantangan yang dihadapi
Indonesia adalah belum adanya infrastruktur yang memadai untuk mengumpulkan dan melakukan
pertukaran informasi serta belum adanya regulasi yang secara detail dan fokus terhadap penerapan

transparansi perpajakan ini, khususnya dalam hal perlindungan hak-hak wajib pajak (lihat Tabel 4).
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Tabel 4. Tantangan Pertukaran Informasi di Indonesia

Tantangan yang diha-

dapi Indonesia Solusi Kelemahan
Belum adanya infrastruktur ~ Pihak Direktorat Jenderal Pajak dan Otoritas Jasa Ketepatan waktu dalam
yang memadai Keuangan telah berdiskusi untuk membuat sistem pengumpulan dan pertu-

informasi teknologi yang diperuntukkan untuk domestik  karan informasi dapat sesuai
terkait pengumpulan informasi dari pihak Lembaga Jasa dengan #meline atau tidak
Keuangan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan dan ke-

mudian disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak

Belum adanya regulasi yang Sampai dengan saat ini regulasi yang mengatur terkait Regulasi ini masih bersifat
secara detail terkait penera- penerapan ini yaitu berupa PMK 125/PMK.010/2015 dan umum dan belum adanya
pan pertukaran informasi POJK 25/POJK.03/2015 aturan khusus mengenai per-
dan perlindungan terhadap lindungan terhadap hak-hak
hak-hak wajib pajak dari wajib pajak

Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional (2016), telah diolah kembali

Permasalahan lainnya di Indonesia untuk mendapatkan informasi wajib pajak tertentu adalah
kendala otoritas pajak terkait kerahasiaan perbankan. Solusi yang ditawarkan untuk jangka pendek terkait
permasalahan kerahasiaan perbankan adalah dengan mengadakan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak
perbankan, baik melalui pihak OJK maupun dari pihak lembaga jasa keuangan kepada para nasabah untuk
menjelaskan jenis kerahasiaan perbankan yang nantinya akan dihapuskan dalam penerapan transparansi
perpajakan seperti jenis data-data atau informasi yang akan dibuka dan diberikan kepada pihak yang
berwenang. Untuk solusi jangka panjang, revisi terhadap undang-undang perbankan bisa dilakukan.
Revisi terhadap undang-undang perbankan membutuhkan proses yang panjang dan waktu yang cukup
lama, tetapi Indonesia tetap harus memiliki payung hukum yang jelas dalam menerapkan transparansi
perpajakan supaya kerahasiaan perbankan tidak lagi menjadi kendala dalam melakukan pertukaran
informasi. Poin utamanya adalah melakukan revisi terhadap undang-undang perbankan terlebih dahulu,
baru setelahnya peraturan-peraturan lainnya akan mengikuti secara otomatis.

Model penerapan transparansi perpajakan berupa pertukaran informasi keuangan secara otomatis
yang akan diterapkan Indonesia adalah secara resiprokal. Hal ini karena di dalam CRS, opsi yang terdapat
untuk penerapan transparansi perpajakan adalah hanya bersifat resiprokal atau non-resiprokal. Mekanisme
yang terdapat di dalam CRS semuanya berasal dari otoritas pajak baik informasi yang akan dikirimkan
ke negara mitra maupun informasi yang akan diterima dari negara mitra. Untuk penerapan terhadap
FATCA, Indonesia akan menggunakan Model 1. Unitunit yang akan dilibatkan di dalam penerapan
pertukaran informasi secara otomatis untuk informasi yang keluar ke negara mitra, yakni Direktorat
Perpajakan Internasional akan berkoordinasi dengan Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan. Unitunit
yang dilibatkan di dalam penerapan pertukaran informasi secara otomatis untuk informasi yang masuk
ke Indonesia, yakni Direktorat Perpajakan Internasional akan berkoordinasi dengan Kantor Pengelolaan
Data Eksternal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan yaitu tren yang terjadi
pada rezim perpajakan internasional saat ini telah mengarah kepada era keterbukaan informasi yakni
berupa pertukaran informasi keuangan secara otomatis. Tantangan yang dihadapi oleh negara-negara
berkembang di dunia dalam melakukan pertukaran informasi keuangan yaitu kurangnya jumlah sumber
daya manusia yang kompeten, belum adanya infrastruktur yang memadai, belum tersedianya sistem audit
atas informasi yang dipertukarkan, dan masih lemahnya perlindungan terhadap hak-hak wajib pajak.
Beberapa solusi yang ditawarkan adalah dengan melakukan tax inspectors without borders, revenue
sharing mechanism, dan cross border join tax audit Tren yang terjadi di Indonesia dalam penerapan
pertukaran informasi keuangan sudah mulai menuju ke arah transparansi perpajakan. Hal ini dibuktikan
dengan diterapkannya pertukaran informasi keuangan secara otomatis di Indonesia pada tahun 2018.
Persiapan yang telah dilakukan Indonesia yakni dengan menerapkan amnesti pajak dan membuat regulasi
terkait pertukaran informasi. Tantangan yang dihadapi Indonesia adalah belum adanya infrastruktur yang
memadai, belum adanya regulasi secara detil terkait penerapan pertukaran informasi ini, dan kerahasiaan
perbankan. Oleh sebab itu, untuk selanjutnya dibutuhkan model pertukaran informasi keuangan secara
otomatis yang efisien sehingga Indonesia dapat menerapkan transparansi perpajakan secara optimal.
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Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan dividen, kebijakan hutang, profitabilitas dan
likuiditas berpengaruh terhadap harga saham. Dengan menggunakan data dari 27 laporan tahunan perusahaan
pertambangan di Indonesia dari tahun 2008 sampai 2017, penelitian ini menemukan bahwa profitabilitas dan
likuiditas memiliki pengaruh terhadap harga saham. Namun, kebijakan dividen dan kebijakan hutang tidak
berpengaruh pada harga saham. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kebijakan dividen dan kebijakan
hutang belum bisa digunakan sebagai faktor pertimbangan yang dapat mempengaruhi harga saham. Namun,
profitabilitas dan likuiditas dapat digunakan sebagai faktor pertimbangan yang dapat mempengaruhi harga saham.
Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan harga saham dengan cara menjaga
kinerja perusahaan serta menyeimbangkan proporsi hutang lancar dengan aset lancar.

Kata Kunci: Harga Saham; Kebijakan Dividen; Kebijakan Hutang; Profitabilitas; Likuiditas

PENDAHULUAN

Pada saat ini masyarakat mulai sadar dengan pentingnya sebuah investasi. Investasi yang
memberikan keuntungan yang cukup menjanjikan adalah investasi saham. Dividen dan capital gain
merupakan keuntungan yang didapat dari berinvestasi saham (Halim, 2018:8). Sebelum melakukan
keputusan investasi saham, investor perlu melakukan pengamatan ataupun pengkajian lebih lanjut
terhadap saham-saham yang berpotensi menghasilkan keuntungan yang maksimal.

Investor dapat memilih sektor industri yang diperkirakan potensial untuk tujuan investasi
(Sahamgain, 2018) dengan mempertimbangan risiko investasi. Investor yang berani mengambil risiko
akan lebih memilih investasi melalui sektor pertambangan. Hal ini dikarenakan harga saham pada
sektor pertambangan mengalami fluktuasi dengan waktu yang begitu cepat dibandingkan dengan
sektor industri yang lainnnya (lihat Tabel 1). Fluktuasi ini menandakan tingginya tingkat risiko yang
dihadapi, yang diharapkan memberikan tingkat pengembalian (refurn) yang tinggi pula (Hartono,
2014:257).

Ha)rga saham sektor pertambangan sangat volatile, sebagai contoh pada saat kejadian krisis
global. Kiisis finansial global menyebabkan turunnya harga berbagai komoditas sehingga keuntungan
perusahaan pertambangan menurun. Laba perusahaan pertambangan pada tahun 2008 menurun 33%
dibandingkan tahun 2007. Di Bursa Efek Indonesia (BEI), kapitalisasi pasar perusahaan pertambangan
yang naik 300% dari tahun 2006 ke 2007, turun hingga 74% pada akhir November 2008 (Kontan,

Cara mengutip: Latifah, H. C. & Suryani, A. W. (2020). Pengaruh kebijakan dividen, kebijakan hutang, profitabilitas, dan likuiditas
terhadap harga saham._Jurnal Akuntansi Aktual. 7{1), 31-44.
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Tabel 1. Perkembangan Indeks Harga Saham Sektoral Tahun 2008-2017

Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sektor Pertambangan 878 2203 3274 2532 1940 1381 1368 811 1384 1594
Sektor Agroindustri 919 1753 2284 2146 2161 2077 2367 1719 1864 1616
Sektor Perdagangan 148 275 474 582 727 778 881 850 861 922
Sektor Industri Dasar 135 274 387 408